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 Upah minimal yang berkaitan dengan penangguhan upah minimal diatur 
dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
(UU Ketenagakerjaan). Namun dalam perkembangannya ada pihak yang 
mengajukan uji konstitusionalitas berdasarkan Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 
kepada Mahkamah Konstitusi atas UU Ketenagakerjaan. Permasalahan dari 
pengajuan uji konstitusionalitas oleh pemohon adalah pasal 90 Ayat (2) Undang-
Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi : “Bagi pengusaha yang tidak mampu 
membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan 
penangguhan”. 
 Penjelasan dari Ayat (2) tersebut adalah penangguhan pelaksanaan upah 
minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan 
perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam 
kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan 
yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu 
tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku 
pada waktu diberikan penangguhanhan. Penjelasan resmi Pasal 90 Ayat (2) UU 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberi ruang kepada 
pengusaha untuk tidak wajib melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah 
yang diberikan penundaan selama 12 bulan. Undang-Undang Ketenagakerjaan 
justru memberi celah kepada pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum. Pasal 
90 Ayat (1) UU Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang 
pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum, pelanggaran 
terhadapnya diancam sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 Ayat 
(1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pertimbangan 
hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015. 2) 
Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang penangguhan kewajiban membayar 
upah sesuai dengan upah minimum. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 dan untuk mengetahui 
bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penangguhan kewajiban membayar 
upah sesuai dengan upah minimum. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library 
research dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Dengan menggunakan 
sumber primer dan sumber sekunder seperti melihat dari sumber-sumber hukum 
yang bersifat mengikat diambil dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, 
maupun tersier dan dilihat juga dari buku-buku maupun literatur lainnya setelah 
data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara pemeriksaan data 
(editing), sistemasi data (systematizing), kemudian dianalisis dalam bentuk 
analisis kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dikemukakan bahwa Putusan Nomor 
72/PUU-XIII/2015 Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan frasa “tetapi tidak 
wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu 
diberikan penangguhan” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun 
penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 
Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya tidak 
serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah 
minimum. Dengan kata lain, selisih upah minimum dengan pembayaran yang 
dilakukan oleh pengusaha selama masa penagguhan adalah hutang pengusaha 
yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh. Hal tersebut demi memberikan 
perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh untuk dapat 
menerima penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus memberikan 
tanggung jawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung di 
balik ketidak mampuan tersebut.  
Mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 jika dilihat menurut hukum Islam maka 
Putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi prinsip-prinsip penetapan upah kerja 
dalam Islam dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan 
pengusaha. Dalam hal ini prinsip-prinsip yang harus dipenuhi berkaitan dengan 
persoalan upah, yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. 
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Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah yang sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 
Melihat”. (QS. An-Nisa’ ayat 58).1 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memperjelas arah pembahasan skripsi ini penulis membatasi hanya 
pada kajian putusan. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 perihal uji konstitusionalitas Pasal 90 Ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Fokus pengamatan penelitian ini adalah pembahasan mengenai 
bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 
72/PUU-XIII/2015 dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang penangguhan 
kewajiban membayar upah sesuai dengan upah minimum. 
Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan 
diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya untuk 
menghindari kesalahan dan kekeliruan interpretasi maupun pemahaman makna 
yang terkandung dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah 
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUHAN 
KEWAJIBAN MEMBAYAR UPAH SESUAI DENGAN UPAH MINIMUM 
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015)”, maka 
perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan 
kesalahpahaman bagi para pembaca. 
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Tinjauan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah mempelajari 
dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah 
menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).
1
 
Hukum Islam adalah nama yang biasa di berikan kepada dasar-dasar dan 
hukum-hukum yang di wahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang 
diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhinya sebaik-baiknya, baik dalam 
hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia lainnya adalah syari‟ah 
atau lengkapnya syari‟ah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut 
syari‟ah Islam. Adapun Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari fiqh Islam yang 
dapat diartikan : “koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syari‟at 
Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.2 
Dengan demikian, Tinjauan hukum Islam adalah penyelidikan terhadap 
suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, didasarkan pada 
wahyu Allah kepada Nabi Muhammad dengan penafsiran dari daya upaya para 
fuqaha dalam menetapkan syari‟at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Penangguhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, 
perbuatan menangguhkan, penundaan waktu, pelambatan dan sebagainya.
3
 
Kewajiban dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang 
harus dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.
4
 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi 
Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470. 
2
 Hasby Ash-Shiddiqie, Filsafat Hukum Islam, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 
44.   
3
 Depdiknas, Op cit, h. 1052. 
4 Ibid. h. 757. 
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Upah menurut bahasa (etimologi) berarti imbalan atau pengganti. Menurut 
istilah (terminologi) upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan 
jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan 
demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran 
kepada sesorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu 
dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
6
 
Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para 
pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam 
lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Permen No.1 Tahun1999 Pasal 1 Ayat 




Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 yang 
dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 yang 
menguji pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah 
dari upah minimum, dimana pelanggaran terhadapnya diancam sanksi pidana 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah 
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan, 
                                                             
5 Ibid. h. 624 
6 H.A Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan 
Bisnis) ,(Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 
187. 
7
 Permen No. 1Tahun 1999 tentang Upah Minimum. h.  2.  
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dan ketika masa penangguhan berakhir, pihak pengusaha wajib membayar upah 
tertangguh kepada buruh selepas tahun penangguhan, bukan menjadi penghapus 
kewajiban memberi hak minimum buruh atau pekerja.
8
 
 Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa judul yang 
dimaksud dalam skripsi ini adalah pemberian upah dalam perkara upah minimum 
setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bagi pengusaha yang tidak 
mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan, dan ketika masa 
penangguhan berakhir, pihak pengusaha wajib membayar upah tertangguh kepada 
buruh selepas tahun penangguhan, bukan menjadi penghapus kewajiban memberi 
hak minimum buruh atau pekerja. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Penangguhan Kewajiban Membayar Upah Sesuai dengan Upah Minimum 
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015)” yaitu : 
1. Secara Objektif, sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi 
tersebut bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum 
dapat dilakukan penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upah minimum 
bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan 
perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku 
dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka 
perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang 
                                                             
8
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015, h. 40.  
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berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan 
upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan. Oleh 
karena itu, penangguhan ini kerap menjadi celah penyalahgunaan yang 
dimainkan oleh pihak pengusaha, dengan mengajukan penangguhan ulang 
pada tahun berikutnya, sehingga pengusaha yang sama kemudian 
mendapat penangguhan kembali atas upah minimum tahun-tahun 
berikutnya. Dengan demikian para pekerja hidup dibawah standar upah 
minimum. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menjelaskan 
perlindungan upah yang seharusnya diterima oleh para pekerja sesuai 
dengan bagiannya menurut hukum yang berlaku. 
 
2. Secara Subjektif 
a. Judul yang penulis ajukan belum ada yang membahas, khususnya di 
lingkungan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 
yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penangguhan 
Kewajiban Membayar Upah Sesuai dengan Upah Minimum 
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XIII/2015)”. 
b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang 
sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi 
ini. 
c. Pembahasan skripsi ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang 
ditekuni penulis, yaitu di program studi Muamalah pada Fakultas 
6 
 
Syari‟ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tempat penulis 
menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan, dimana kajian tentang 
upah mengupah merupakan kajian dalam bidang Muamalah. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Produksi barang dan jasa memerlukan faktor-faktor pendukung dalam 
pelaksanaannya. Pandangan ekonomi klasik mengelompokkan pendukung 
tersebut hanya pada faktor tanah dan pekerja, sedangkan dalam pandangan 
ekonomi modern faktor produksi tersebut meliputi modal usaha yang merupakan 
faktor penting dalam produksi, pengurusan dan manajemen serta teknologi 
disamping pekerja seperti yang diungkapkan oleh ekonomi klasik. Walaupun 
perkembangan teknologi sangat pesat, tetapi pekerja tetap diperlukan untuk 
produksi dan untuk menjalankan teknologi itu sendiri.
9
 
Oleh karena itu semaju apapun suatu negara, pasti tetap memerlukan peran 
pekerja dalam usaha produksi barang dan jasa. Berkaitan dengan pekerja, upah 
merupakan unsur utama pendapatan (income) mereka sehingga upah pekerja 
selalu menjadi polemik dan isu sentral dalam ketenagakerjaan. Hal itu disebabkan 
karena seorang majikan terkadang memberikan upah yang tidak sesuai sehingga 
timbul protes dari pekerja yang tergabung dalam serikat buruh. Serikat buruh 
mempunyai peran penting dalam memperjuangkan hak-hak anggota dari 
penindasan para majikan. Setiap kali memperingati hari buruh (tanggal 1 Mei) 
ribuan bahkan jutaan pekerja di seluruh dunia (termasuk di Indonesia) tumpah 
                                                             
9
 Hamzaid B Yahya, 1998: 393. mengutip  Murtadho Ridwan,  Standar Upah Pekerja 
Menurut Sistem Ekonomi Islam, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia 
e-mail: adle_hr@yahoo.com), h. 13. 
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tuah di jalan-jalan untuk menyampaikan aspirasinya, dan yang selalu menjadi 
perjuangan kaum pekerja tiada lain adalah peningkatan upah. Para pekerja seolah- 
olah tidak bosan meminta pemerintah untuk menetapkan dan memberlakukan 
upah yang adil dan layak bagi mereka.
10
  
Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya wajib. Hal ini berdasar firman Allah: 
              
Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S At-Thalaq : 6).11 
 
Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk 
yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempegaruhi masalah 
ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak permasalahan yang timbul mengenai tenaga 
kerja di Indonesia, dan kebanyakan mengupas tingkat upah yang sangat rendah, 
bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan selama 1 (satu) bulan. Dalam literarur 
hukum perburuhan yang ada, banyak terjadi penindasan dan perlakuan diluar 
batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara 
sosial ekonomi maupun penguasa.  
Dengan demikian, jika hubungan antara pekerja dan pengusaha tatap 
diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengusaha, maka tujuan hukum perburuhan 
untuk menciptakan keadilan sosial dibidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, 




 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemah, (Jawa Barat : 
Syaamil Qur‟an, 2012), h. 559. 
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karna pihak yang kuat selalu ingin menguasai pihak yang lemah. Pengusaha 
sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja 
yang berada pada posisi yang lemah atau rendah. 
Pengusaha memiliki wewenang lebih dalam menetapkan upah para pekerja 
yang itu semua merugikan mereka. Atas dasar itu, pemerintah secara berangsur-
angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui berbagai 
peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum terhadap hak 
dan kewajiban pengusaha maupun pekerja. Dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan telah membawa perubahan mendasar, dimana 
dengan adanya peraturan itu timbul sanksi pidana, sanksi administratif bagi 
pelanggar ketentuan dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan yang diatur dalam 
Pasal 90 Ayat (1) UU Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana 
melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum, 
pelanggaran terhadapnya diancam sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 185 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12
 
Pasal 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan 
mendefinisikan upah dengan hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberian kerja atau 
buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerja. 
Sedangkan upah  minimum didefinisikan dengan upah bulanan yang terendah 
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yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, dimana upah minimum 
berfariasi berdasarkan pada kawasannya. 
13
 
Pengupahan karyawan atau buruh merupakan bentuk pemberian 
kompensasi yang diberikan oleh majikan kepada karyawan.
14
 Bagi pengusaha 
yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan permohonan 
penangguhan upah minimum kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 hari sebelum tanggal 
berlakunya upah minimum sebagaimana dalam Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Bagi pengusaha yang tidak 
mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat 
dilakukan penangguhan.”15 
Sementara itu, Penjelasan Resmi Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Penangguhan pelaksanaan upah 
minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan 
perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam 
kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan 
yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu 
tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku 
pada waktu diberikan penangguhan.”16 
Penjelasan resmi Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak wajib 
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 Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), h. 
130. 
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 Ibid.  
15 Supra catatan kaki nomor 12.  
16 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Op Cit.h. 64. 
10 
 
melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah yang diberikan penundaan 
selama 12 bulan. Undang-Undang Ketenagakerjaan justru memberi celah kepada 
pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum.
17
 
Penyalahgunaan celah penangguhan ini kerap dimainkan pihak pengusaha, 
dengan mengajukan penangguhan ulang pada tahun berikutnya, sehingga 
pengusaha yang sama kemudian mendapat penangguhan kembali atas upah 
minimum tahun-tahun berikutnya. Praktis selama ini buruh hidup dibawah standar 




Hal inilah yang membuat dua orang ketua umum serikat pekerja, Sukarya 
selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Mandiri 
dan Siti Nurrofiqoh selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh 
Bangkit melakukan uji konstitusionalitas terhadap Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
19
  
Salah seorang saksi yang diajukan oleh Pemohon menguraikan, UMK 
Kabupaten Bogor pada tahun 2014 sebesar Rp 2.242.240;-. Akibat adanya 
penangguhan, karyawan di PT. Anugerah Maju Perkasa mendapatkan upah 
sebesar Rp 2.002.000;- sedangkan sisa upah yang ditangguhkan selama 12 bulan 
belum dibayar kepada masing-masing karyawan. Dengan demikian, kerugian 
setiap karyawan sebesar Rp 240.242;- per bulan. Adapun jumlah karyawan adalah 
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510 orang, sehingga total kerugian seluruh karyawan pada tahun 2014 sebesar Rp 
122.523.420;- per bulan dikali 12 bulan, menjadi sebesar Rp 1.470.281.040;-.
20
 
Selanjutnya, UMK Kabupaten Bogor pada tahun 2015 sebesar Rp 
2.658.155;-. Akibat adanya penangguhan, karyawan di PT. Anugerah Maju 
Perkasa mendapatkan upah sebesar Rp 2.002.000;-. Adapun kekurangan upah per 
bulan akibat penangguhan sebesar Rp 458.155;-. Total kerugian per karyawan dari 
bulan Januari 2015 sampai Agustus 2015 sebesar Rp 3.665.240;- sedangkan 
jumlah karyawan yang ada adalah 600 orang (tidak mampu membayar sesuai 




Bahwa sesuai dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku, Pemohon 
melalui kuasa hukum Pemohon dari kantor Advokat Pelikson Silitonga, S.H., dan 
Rekan yang berkedudukan di Jakarta Timur, mengajukan gugatan ke Mahkamah 
Konstitusi. Dengan alasan bahwa tujuan dari dibentuknya konsep upah minimum, 
ialah guna terpenuhinya kebutuhan hidup minimal buruh dan keluarganya 
disamping melindungi daya beli buruh dan keluarganya sementara kebijakan upah 
minimum juga memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sosial  yang bertujuan 
menjaga agar tingkat upah pekerja tidak merosot hingga level yang sangat rendah. 
Upah minimum dimaksudkan sebagai perlindungan negara terhadap pekerja dari 
tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha sekaligus sebagai salah satu 
upaya untuk meningkatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
22
 
                                                             




 Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015 Penangguhan Pemberian 
Upah Minimum, h. 2. 
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Faktanya, tidak semua pengusaha mampu memberikan upah minimum 
kepada pekerja/buruh, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi 
dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 November 2011. Oleh 
karenanya penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada 
pekerja/buruh dimungkinkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik 
kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Dari sudut 
pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan 
kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai 
dengan kemampuan pada periode tertentu atau kurun waktu tertentu. Adapun dari 
sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah minimum 
memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh untuk tetap bekerja pada 
perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai 
keberlangsungan hubungan kerja. 
Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 Hakim Mahkamah Konstitusi 
menerapkan bahwa frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan 
upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
23
 
Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 
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tentang Ketenagakerjaan”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan 
tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda 
sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembayaran 




Adapun penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur 
dalam Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada 
dasarnya tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar 
selisih upah minimum. Dengan kata lain, selisih upah minimum dengan 
pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penagguhan adalah 
hutang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh. Hal tersebut demi 
memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh untuk 
dapat menerima penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus memberikan 
tanggung jawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung di 
balik ketidak mampuan tersebut.
25
 
Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 
tersebut menarik bagi penulis untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewajiban Membayar Upah Sesuai dengan 
Upah Minimum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XIII/2015). 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok 
permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 72/PUU-XIII/2015? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penangguhan kewajiban 
membayar upah sesuai dengan upah minimum? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah 
Konstitusi dalam perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penangguhan 
kewajiban membayar upah sesuai dengan upah minimum. 
 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara ilmiah dapat menambah pengetahuan dan pemahaman 




b. Menambah pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam tentang 
penangguhan kewajiban membayar upah sesuai dengan upah 
minimum. 
 
F. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  induktif 
yang mana dilakukan dengan analisa data yang mendalam dan melalui pemikiran 
yang berkaitan dengan teori yang disajikan juga dapat diteliti secara bertahap 
setiap kali mendapat data baru. Selain itu dilakukan juga pendekatan hukum 
normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-




1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) 
yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 
penelitian dari penelitian terdahulu.
27
 Penelitian ini mencari teori-teori, 
konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan 
landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan.
28
 Dengan 
menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-
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 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010),  h. 35. 
27
Ibid., hlm. 9.  
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Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 
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data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku, 
ensiklopedi, surat kabar, jurnal, dan lainnya,
29
 yang berhubungan 
dengan obyek permasalahan yang diteliti yaitu pembahasan mengenai 
penetapan upah kerja yang dilakukan oleh pemerintah. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan 
untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti 
dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji 
hipotesis
30
 dimana penyusun menguraikan secara sistematik tentang 
pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan 
kemudian melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan dan 
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kata-kata. 
 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 




a. Bahan hukum primer (pokok) yaitu data yang berasal langsung dari 
sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan 
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Suharsini Ari Kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 
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langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini terdiri atas 
al-Qur‟an, al-Hadis, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-
XIII/2015, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, dan lain-lain. 
b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum 
primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.
32
 
Adapun yang berkaitan dengan data tersebut yaitu berupa buku-buku, 
jurnal, majalah, atau berbagai literatur lainnya yang berkaitan khusus 
dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015. 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum. 
Sumber penelitian yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. 
Sumber primer adalah sumber-sumber hukum yang mengikat seperti peraturan 
perundang-undangan. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber hukum yang 





3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan studi 
kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara  memperoleh dari 
kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta 
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beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
34
 Studi 
pustaka dilakukan dengan cara membaca, menelaah, menyalin, mengutip, serta 
mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 
sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. 
 
4. Teknik Pengolahan Data 




a. Pemeriksaan data (editing) 
Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama 
dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data 
yang ada dan relevansi dengan penelitian.
36
 Dalam hal ini penulis 
menelaah kembali data yang terkumpul melalui studi pustaka supaya 
lengkap dan relevan. 
b. Sistematisasi data (systematizing) 
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan 
berdasarkan urutan masalah.
37
 Yang dimaksud dalam hal ini yaitu 
mengelompokkan data secara sistematis. Data yang sudah di edit dan 
diberi tanda dikelompokkan menurut klasifikasi dan urutan masalah. 
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5. Teknik Analisis Data 
Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 
dari objek yang dapat diamati.
38
 Yang kemudian berdasarkan analisis tersebut 
kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu kesimpulan yang dimulai 
dengan cara menjabarkan segala hal secara mendetail dan diakhiri dengan data 
atau fakta yang umum sebagai inti permasalahan. Dengan kata lain, menarik 
kesimpulan berupa fakta umum berdasarkan gagasan-gagasan khusus yang telah 
dijabarkan sebelumnya. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan 
kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan 
pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang 











                                                             
38
Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kuallitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 




  LANDASAN TEORI  
 
A. Pengertian Upah 
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan kegiatan, ada 
yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan 
orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberi 
imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
39
  
Istilah upah dalam islam dikenal dengan kata al-Ijarah yang berasal dari 
kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya adalah al-iwadh, arti dalam bahasa 
indonesinya ialah ganti atau upah. Al-ijarah ialah akad (perjanjian) yang 
berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga 




Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan 
sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga 
yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
41
 
Menurut bahasa, upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut Rachmat 
Syafi‟i, ijarah secara bahasa adalah menjual manfaaat.42  
                                                             
39
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indenesia, 
2012), h. 188. 
40
 MA. H. Tihami, Kamus Istilah-istilah dalam Studi Keislaman menurut Syekh 
Muhammad Nawawi al-Bantani, (Serang: Suhud Sentra Utama, 2003), h. 35. 
41
 Depdiknas, Op cit, h. 1215. 
42
 H. Rachmt Syafi‟I, Al-Hadits, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 121. 
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Menurut istilah, upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan 
jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.
43
 Para ulama 
berbeda pendapat dalam mendefinisikan upah, diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Menurut Hanafiyah, upah ialah akad untuk membolehkan pemilikan 




2. Menurut Malikiyah, upah ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan 
yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
45
 
3. Menurut Asy-Syafi‟iyah, upah ialah akad atas suatu kemanfaatan yang 
mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau 
kebolehan dengan pengganti tertentu.
46
 
4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan 
upah adalah pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. 
5. Menurut Sayyid Sabiq, upah ialah suatu jenis akad yang mengambil 
manfaat dengan jalan penggantian. 
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, upah ialah akad yang objeknya adalah 
penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan 
imbalan, sama dengan menjual manfaat. 
7. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain 
dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
47
 
                                                             
43
 H.A Khumedi Ja‟far, Op. Cit, h. 187. 
44
 H. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak 
Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyrakah, Ijarah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan 




 H. Rachmt Syafi‟I, Op.Cit, h. 122. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja 
kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 
tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 
jasa yang telah atau akan dilakukan.
48
 
Berdasarkan definisi-definisi diatas, yang dimaksud dengan upah adalah 
memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah 
untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut 
perjanjian yang telah disepakati. 
 
B. Dasar Hukum Upah 
1. Dasar Hukum Upah dalam Al-Qur’an 
a. QS. Ath. Thalaq ayat 6:    
                   
                          
                        
               
 
                                                                                                                                                                       
47
 H. Hendi Suhendi, Op. Cit, h. 115. 
48 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. h. 3. 
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“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah 
ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya 
sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; 
dan musyawarahkanlah dianatara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 
dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath. Thalaq ayat 6)49 
 
b. QS. Al-Baqarah ayat 233: 
                        
                          
                          
                       
                        
                          
            
 
“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. 
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita  karna anaknya, dan janganlah pula seorang ayah 
(menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajibab) seperti itu 
pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 
permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. 
Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 
                                                             
49 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemah,Op. Cit, h. 559. 
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Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 233)50 
 
c. QS. Al-Qashash ayat 26: 
                     
      
  
“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! 
Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang 
paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang 
yang kuat dan dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash ayat 26)51 
 
2. Dasar Hukum Upah dalam Hadis 
a. HR. Ibnu Majah 
َا   َا  َ ُ ْنْ  َُاا ا َ ِ َا َ َ ُا ِ ِْ ا ْ َ َا:اِا اُاْوُس َاَا  َ
املس اهيل اا اىلص(اَفَِيَاْن َاَلْبنْ اُه َْجَأا َ ْنْيِجَْلْ اْوُط ُْ 
ُاه ََ َ)اْاهَجَا  ا ُ ْ اُه َ َ.52  
 
 “Dari Ibnu umar ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda, : Berikanlah 
olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah) 
                                                             
50 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemah,Op. Cit, h. 37. 
51 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemah,Op. Cit, h. 388. 
52
 Muhammad Ibn Yazid Abu Allah al-Qazwiniyy, Sunnah Ibn Majah, Dar al-Fikr, 
Beirut, t.th, juz 2, h. 817. mengutip Abdul Hafidh Roisy, Hadis Tentang Waktu Pembayaran 




Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah 
selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan 
pemberian gaji setiap bulan. 
 
b. HR. Bukhari dan Muslim 
اَمَجَتْح اَمَّلَسا َاِهْيَل َُاا اىَّلَصاَبَِّ ل اَّنَأاٍس َّب َا ُ ْ اى َ َ
اُه َْجَأاَم َجُلح اىِط َْ َ(ملس  اى  خبل ادحمأاه  )53  
 
“Diriwayatan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: 
Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada orang 
yang membekamnya”. (HR. Bukhari dan Muslim) 
 
c. HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah 
اا اىلصاَّبَِّ ل اَّنَأاُه ْ َُاا ا َ ِ َاِِّي ُْدْلْ اِدْيِعَساْبَِأا ْ َ َ
َا   َاملس اهيل ا:(ُاه ََْجَأاُهَلاَى َّسُيْلنْ ا َ ْنْيِجَأا ََج َْتْس ِا ْ َ)ا
اِقِْي َطا ْ ِا، ِْق َ ْنْينْبْل اُهَلَص َ َا،ٌع َطِقْن اِهْي ِ َاِق َّزَّ ل اُدْب َاُه َ َ
َا  َ ْنْي َِحاْوُنْ َ .54  
                                                             
53
 Al Bukhari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Abu Abdillah bin Ibrahim bin al-
Mughirah bin Badrdizbah, Shahih ai- Bukhariy Bihasiyah al-Imam as-Sindiy, Juz II, (Beirut: Darul 
Kutub al-Ilmiyah, 1987), cet, IV, h. 232.  
54 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz IV, h. 730. 
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“Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: 
Barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, maka harus 
beritahukanlah upahnya”. (HR. Abd Razaq sanadnya terputus, dan al 
Baihaqi menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) 
 
Dalam hadist tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya 
majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah 
yang akan diterima, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat 
untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka 
akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja 
dengan majikan. 
 
3. Dasar Hukum Upah dalam Ijma 
Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama 
pun yang membantah  kesepakatan (ijma‟) ini, sekalipun ada diantara 
mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. 
Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyari‟atkan ijarah ini yang tujuannya 
untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan 






                                                             
55 Hasbi Ash Shidieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 97. 
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C. Rukun dan Syarat Upah 
Rukun-rukun dan syarat-syarat upah adalah sebagai berikut: 
1. Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang melakukan  akad upah-mengupah. 
Mu‟jir adalah orang yang memberikan upah, musta‟jir adalah orang yang 
menerima upah untuk melakukan sesuatu , disyaratkan pada mu‟jir dan 
musta‟jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 
(mengendalikan harta), dan saling meridhai.
56
 Allah swt. berfirman: 
                       
                           
       
  
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang 
kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)57 
 
2. Shighat ijab Kabul antara mu‟jir dan musta‟jir, dimana dalam kalimatnya harus 
mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja.
58




a. Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan. 
b. Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain. 
c. Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama. 
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Misalnya, seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli 
dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00”, kemudian musta‟jir menjawab “Aku akan 
kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.60 






a. Tidak berkurang nilainya. 
b. Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus 
ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. 
c. Bisa membawa manfaat yang jelas. 
d. Diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.63 
4. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah atau pekerjaan yang dilakukan. 
Sesuatu yang menjadi objek upah-mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam 




D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah 
Besar-kecilnya upah di suatu perusahaan, tidak bisa dilihat dan diukur 
hanya dari satu atau beberapa aspek saja. Dengan kata lain, besar-kecilnya upah 
pekerja/buruh di suatu perusahaan atau pada suatu jabatan tertentu (yang setara), 
sangat ditentukan oleh banyak faktor, antara lain: 
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1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 
Di Negara Indonesia memiliki karakteristik dimana pasar tenaga kerja 
yang tidak seimbang antara jumlah tenaga kerja lebih tinggi dibanding dengan 
jumlah lowongan kerja yang tersedia. Hal ini menimbulkan suatu corak pada 
permintaan dan penawarantenaga kerja di Indonesia. 
Meskipun hukum ekonomi tidaklah bisa ditetapkan secara mutlak dalam 
masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan 
permintaan tetap mempengaruhi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan 
keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka maka upah 
cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran 




2. Organisasi Buruh 
Lemah kuatnya organisasi akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat 
upah. Adanya serikat pekerja yang berarti posisi penawaran pegawai juga 




3. Kemampuan Untuk Membayar 
Meskipun serikat pekerja menuntut upah yang tinggi, tetapi akhirnya 
realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari 
organisasi. Bagi organisasi, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi 
yang akan mengurangi keuntungan. Jika kenaikan biaya produksi sampai 
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4. Perbedaan Jenis Pekerjaan 
Dalam kegiatan ekonomi mempunyai berbagai jenis keanekaragaman 
dalam jenis pekerjaan, diantara pekerjaan tersebut terdapat jenis pekerjaan yang 
ringan dan juga mudah dikerjakan, ada pula jenis pekerjaan yang berat dan sulit 
dikerjakan. Namun jenis pekerjaan yang berat dan sulit belum tentu mendapatkan 
upah yang lebih tinggi dari pada pekerjaan yang ringan dan mudah dikerjakan, 
namun sebaliknya seorang pesuruh kantor yang cenderung memiliki pekerjaan 
yang relatif lebih ringan akan memperoleh upah yang lebih tinggi dibanding 
golongan pekerja dibawah pimpinannya. Hal ini membuat golongan pekerja akhir-
akhir ini menuntut untuk memperoleh upah yang lebih tinggi dari pada pesuruh 




5. Tingkat Kemampuan, Keahlian, dan Pendidikan 
Kemampuan, keterampilan dan keahlian para pekerja memiliki perbedaan 
dalam hal bekerja, bagi karyawan yang memiliki pendidikan dan ketrampilan 
yang rendah cenderung tertekan sedangkan bagi karyawan yang memiliki 
karakteristik, pendidikan dan keterampilan yang tinggi memiliki kecenderungan 
kearah yang sebaliknya, sifat-sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai 
produktifitas yang berbea-beda. Dalam kenyataannya, dengan bertambah majunya 
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68 Kadarisman. Manajemen Kompensasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 113. 
31 
 
kegiatan ekonomi dalam suatu pekerjaan maka semakin membutuhkan tenaga-
tenaga kerja yang terdidik, oleh karena itu semakin tinggi pendidikan seseorang 




6. Lamanya Masa Kerja 
Usia kerja seseorang di suatu perusahaan akan mempengaruhi tingkat upah 
yang diterima oleh pekerja tersebut. Semakin lama usia kerja seseorang dalam 
suatu lapangan pekerjaan akan cenderung membuat tingkat upah yang diterimanya 
lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan usia kerja yang lebih sedikit. Hal ini 
biasanya disebabkan karena pekerja dengan usia kerja yang lebih lama dianggap 
lebih senior dan professional untuk mengatasi suatu pekerjaan, selain itu juga 
sebagai penghargaan atas pengabdian yang diberikan oleh pekerja tersebut kepada 




7. Kesepakatan Kerja 
Keberadaan pekerja memungkinkan adanya perundingan antara pekerja 
dan pihak manajemen, baik tentang jenis, struktur,  maupun upah yang di berikan. 
Pada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki pekerja, kesepakatan yang 
dibuat dengan perusahaan lainpun juga mempengaruhi upah karena mereka harus 
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8. Letak Geografis 
Di daerah-daerah tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun 
tingkat upah lebih tinggi, sedangkan ditempat lain terdapat pengangguran dengan 
tingkat upah yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan para pengangguran dari 
daerah tersebut berpindah ketempat yang lebih banyak lowongan pekerjaanya dan 
lebih menjamin. Secara umum dapat kita lihat bahwa di daerah perkotaan terdapat 
lebih banyak lowongan pekerjaan yang umumnya lebih diminati oleh masyarakan 
Indonesia yaitu dibidang industri selain itu upah pekerja diperkotaan pada tingkat 
pendidikan yang sama selalu lebih besar dibanding dipedesaan. Hal ini 




9. Biaya Hidup 
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-
kota besar biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi. Bagaimanapun juga 





Pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggi 
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E. Sistem dan Waktu Pemberian Upah 
1. Sistem Pemberian Upah dalam Konsep Islam 
Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak 
pernah selesai diperdebatkan. Apapun bentuk organisasinya baik itu swasta 
maupun pemerintah. Seolah-olah pengupahan merupakan pekerjaan yang selalu 
membuat pihak manajemen berpikir berulang-ulang untuk menetapkan kebijakan 
tersebut. Tidak sedikit besarnya upah juga selalu memicu konflik antara pihak 
menajemen dengan pihak yang dipekerjakan. Hal ini terbukti dengan banyaknya 
unjuk rasa di negara kita tentang kelayakan upah yang tidak sesuai dengan 
harapan, tidak berbanding lurus dengan apa yang mereka kerjakan. 
Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah 
dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah 
ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan 
akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu 




Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf al-Qaradawi ada dua hal yang 
perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi 
pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh 
terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok 
harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.
76
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Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan 
melalui negoisasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. 
Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada 
keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan 
dengan tidak telalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja atau 




Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan 
menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam 
hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan upah, 
yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. 
a. Prinsip keadilan 
Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh 
dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 
ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 
manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama 
mereka tanpa adanya ketidak adilan terhadap pihak lain. Upah kerja 
minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup 
lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang 
seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.
78
 
Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut: 
 




 Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekomoni Islam, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima, 
1998), h. 113. 
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1) Adil bermakna jelas dan transparan 
Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi)  dan 
komitmen melakukannya.  Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang 
terjadi antara pekerja dengan pengusaha.  Artinya, sebelum pekerja 
dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima 
oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara 
pembayaran upah.
79
   
2) Adil bermakna proporsional 
Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam firman Allah 
SWT, sebagai berikut: 
                     
     
 
“Maka, pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan 
kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah 
kamu kerjakan”.  (QS. Yaasin ayat 54)80 
 
Ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 
menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian 
sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar 
kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. 
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Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka 
selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia merupakan Sistem dasar pengupahan 
manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengan unsur yang 
lainnya. 
 
b. Prinsip kelayakan 
Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup minimum secara layak. Adapun layak mempunyai makna sebagai 
berikut: 
1) Layak bemakna cukup pangan, sandang, dan papan. 
Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa 
Rasulullah s.a.w bersabda :“Mereka (para budak dan pelayanmu) 
adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; 
sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka 
harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan 
memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak 
membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika 
kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah 
membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim). 
Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang 
diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan (makanan), 
sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).   
37 
 
Konsep ini dipakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa lalu, 
dimana mereka (pengusaha muslim) seringkali memperhatikan 
kehidupan karyawannya  di luar lingkungan kerjanya. Hal inilah yang 
sangat jarang dilakukan saat ini. Wilson menulis dalam bukunya yang 
berjudul Islamic Business Theory and Practice yang artinya kira-kira 
“walaupun perusahaan itu bukanlah perusahaan keluarga, para majikan 
Muslimin acapkali memperhatikan kehidupan karyawan di luar 
lingkungan kerjanya, hal ini sulit untuk dipahami para pengusaha 
Barat“. Konsep inilah yang sangat berbeda dengan konsep upah 
menurut Barat. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan 
dari konsep moral. Mungkin sah-sah saja jika gaji seorang pegawai di 
Barat sangat  kecil karena pekerjaannya sangat remeh (misalnya 
cleaning service). Tetapi dalam konsep Islam, meskipun cleaning 
service, tetap faktor layak menjadi pertimbangan utama dalam 
menentukan berapa upah yang akan diberikan.
81
 
2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran 
Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut: 
                
  
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“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-





Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang 
lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. 
Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna 
bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang 
biasanya diberikan. 
 
c. Prinsip kebajikan 
Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan 
mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan 
bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap 
jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan 
aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan 
terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian 
yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. 
Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha 
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Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi ijarah tersebut sudah 
berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila kemudian hari terjadi 
perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah sepadan 
( ujrah al-misli ), oleh karena itu upah bisa diklasifikasikan menjadi dua yaitu :  
a. Upah yang sepadan   
b. Upah yang telah disebutkan  
Upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamm‟a) itu syaratnya ketika 
disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang 
sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang 
telah disebutkan diatas, sedangkan upah yang sepadan (ujrah al-misli) adalah 
upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya, 
apabila akad ijarah nya telah menyebutkan hasil pekerjaannya.
84
   
Dalam konteks di Negara kita upah yang sepadan (ujrah al-misli) itu sama 
dengan UMR/UMP, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan 
dalam daerah tertentu, upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap daerah 
besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan 
fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Upah pada umumnya yang berlaku 
secara regional dipengaruhi oleh tingkat perkembangan perusahaan, tingkat 
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2. Sistem Pemberian Upah yang Berlaku di Indonsia 
Upah merupakan kompensasi (balas jasa) yang diberikan kepada pekerja 
karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Pembayaran upah bisa 
dilakukan harian, mingguan atau bulanan.  




a. Sistem upah menurut waktu, yakni pemberian upah berdasarkan waktu 
(lama) bekerja dari pekerja. Misalnya tukang bangunan dibayar per hari 
Rp15.000,- bila dia bekerja 10 hari maka akan dibayar Rp150.000,-. 
b. Sistem upah menurut prestasi, yakni pemberian upah berdasarkan prestasi 
(jumlah barang yang dihasilkan) pekerja. Semakin banyak jumlah barang 
yang dihasilkan, semakin besar upah yang diterima pekerja.
87
 
c. Sistem upah borongan, yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan 
pemberian kerja dan pekerja. Misalnya, untuk membuat rumah ukuran 30 
m x 10 m disepakati diborongkan dengan upah Rp30.000.000,- sampai 
rumah tersebut selesai. Pembuatan rumah selain diborongkan bisa juga 
dibayar dengan sistem upah menurut waktu, misalnya harian, dengan 
tujuan agar pekerja bekerja lebih bagus dan hati-hati dalam membuat 
rumah. Dengan demikian, umumnya jumlah upah harian yang dibayarkan 
lebih mahal dibanding upah borongan.
88
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d. Sistem upah premi, yakni pemberian upah dengan mengombinasikan 
sistem upah prestasi yang ditambah dengan premi tertentu. Misalnya bila 
pekerja mampu menyelesaikan 50 boneka dalam 1 jam akan dibayar 
Rp25.000,- dan kelebihan dari 50 boneka akan diberi premi misal Rp300,- 
per boneka. Apabila seorang pekerja mampu membuat 70 boneka dia akan 
menerima Rp25.000,- + (Rp300,- x 20) = Rp31.000-,. 
e. Sistem upah partisipasi, yakni pemberian upah khusus berupa sebagian 
keuntungan perusahaan pada akhir tahun buku. Upah ini merupakan bonus 
atau hadiah. Jadi, selain menerima upah seperti biasa, pada sistem upah 
ini, pekerja akan menerima sejumlah upah lagi setiap akhir tahun buku. 
Sistem upah partisipasi disebut juga sistem upah bonus.
89
 
f. Sistem upah mitra usaha (co Partnership), yakni pemberian upah seperti 
sistem upah bonus, bedanya upah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai 
tapi dalam bentuk saham atau obligasi. Dengan memberikan, saham 
diharapkan pekerja lebih giat dan hati-hati dalam bekerja, karena mereka 
juga merupakan pemilik perusahaan. 
g. Sistem upah indeks biaya hidup, yakni pemberian upah yang didasarkan 
pada besarnya biaya hidup. Semakin naik biaya hidup, semakin naik pula 
besarnya upah yang diberikan. 
h. Sistem upah skala berubah (sliding scale), yakni pemberian upah 
berdasarkan skala hasil penjualan yang berubah-ubah. Apabila hasil 
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i. Sistem upah produksi (production sharing), yakni pemberian upah 
berdasarkan naik turunnya jumlah produksi secara keseluruhan. Bila 
jumlah produksi naik 5%, upah juga naik 5%, demikian pula sebaliknya. 
j. Sistem upah bagi hasil, yakni pemberian upah dengan memberikan bagian 
tertentu kepada pekerja dari hasil (keuntungan) yang diperoleh. Sistem ini 
biasa dipakai di sektor pertanian. Misalnya petani penggarap mengerjakan 
sawah milik orang lain dengan bagi hasil separohan. Artinya, bila sawah 
menghasilkan 2 ton beras, petani penggarap mendapat 1 ton dan pemilik 
sawah juga mendapat 1 ton.
91
 
Setiap pengusaha bisa memilih sistem upah yang sesuai dengan kondisi 
perusahaannya. Akan tetapi, pemerintah memiliki kewajiban menetapkan berapa 
besarnya upah minimum yang harus diterima pekerja agar bisa hidup layak.
92
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka 
pemberlakuan UMR (Upah Minimum Regional) diubah menjadi UMP (Upah 
Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten).
93
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Dalam hal ini, pemerintah kota/kabupaten tidak boleh menetapkan UMK 
di daerahnya yang jumlahnya di bawah UMP yang sudah ditetapkan oleh provinsi. 
Dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan pula antara lain:
94
 
a. UMP atau UMK hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja 
kurang dari 1 tahun. Itu berarti bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 
1 tahun berhak memperoleh upah di atas UMP atau UMK. 
b. Bagi pengusaha yang telah memberikan upah di atas UMP atau UMK 
dilarang menurunkan upahnya. 
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2003 yang mengatur pajak penghasilan bagi pekerja. Menurut peraturan 
ini, bagi para pekerja yang menerima upah yang jumlahnya kurang atau sama 
dengan UMP atau UMK, maka pemerintah wajib menanggung atau membayar 
pajak penghasilan para pekerja tersebut.
95
 Peraturan ini dikeluarkan dengan 
maksud mengurangi beban pajak para pekerja yang upahnya kurang atau sama 
dengan UMP atau UMK.  
Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan Hukum Ketenagakerjaan  
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a. Upah Nominal  
Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada 
pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau 
pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
perjanjian kerja.  
b. Upah Nyata (Riil Wages)  
Upah nyata adalah uang nyata, yang benar-benar harus diterima seorang 
pekerja/buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah 
tersebut yang akan tergantung dari:  
1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima;  
2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan; 
c. Upah Hidup  
Upah hidup, yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk 
membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan 
pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti 
pendidikan, asuransi, rekreasi, dan lain-lain.
97
  
d. Upah Minimum  
Upah minimum adalah upah terendah yag akan dijadikan standar, oleh 
pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh 
yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan 
oleh pemerintah (Gubernur dengan memerhatikan rekomendasi dari dewan 
pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota), dan setiap tahun 
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kadangkala berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum, 
yaitu :  
1) Untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem 
dalam suatu hubungan kerja;  
2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan 
yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan;  
3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai 
dengan nilai pekerjaan yang dilakukan;  
4) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja 
dalam perusahaan;  
5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup 
secara normal.  
e. Upah Wajar  
Upah wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh 
pengusaha dan pekerja/buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada 
perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah 
antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faltor yang 
memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:
98
  
1) Kondisi perekonomian negara;  
2) Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada;  
3) Peraturan pemerintah; 
4) Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri;  
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5) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara. 
 
Banyak sebab yang menjadi faktor perbedaan kadar upah untuk berbagai 




a. Perbedaan dalam kemampuan asal, setiap individu masyarakat dilahirkan 
dengan kemampuan akal yang berbeda, tidak semua di antara kita yang 
memiliki bakat untuk menjadi bintang top atau mempunyai kecerdasan 
untuk menjadi dokter, akuntan atau insinyur. Hanya mereka yang 
mempunyai akal dan kecerdasan tinggi yang bisa bercita-cita seperti itu. 
Orang yang seperti ini jumlahnya tidak banyak dan penawaran ke atas 
orang-orang tersebut berkurang sehingga mereka menerima upah yang 
lebih tinggi. 
b. Perbedaan dalam kemampuan jasmani, ada sebagian pekerja yang 
memerlukan kemampuan jasmani seperti kecantikan dan yang lain. Oleh 
karena itu bagi individu yang tidak memiliki kemampuan jasmani yang 
diinginkan tidak akan mendapat kesempatan bekerja seperti ini sehingga 
pendapatannya berbeda dengan yang memiliki kemampuan.
100
 
c. Perbedaan dalam sifat kemampuan dan kemahiran, sebagian pekerjaan ada 
yang mempunyai resiko tinggi, berbahaya dan kurang sejahtera. Oleh 
karena itu para pekerjanya mendapat upah lebih dibandingkan yang lain. 
Hal itu disebabkan karena pekerjaan tersebut menanggung resiko dan 
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membahayakan sehingga wajar jika pekerja yang bekerja di bidang itu 




3. Tinjauan Umum Mengenai Upah Minimum  
Secara resmi upah minimum diartikan sebagai upah pokok terendah, 
belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh pengusaha kepada 
pekerja. Upah minimum adalah sebuah kontrofersi , bagi yang mendukung 
kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk 




Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-
01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah Upah Bulanan 
Terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
103
  
Dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan menentukan bahwa pemerintah dalam hal ini Gubernur dengan 
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau 
bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan KHL dan dengan 
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
104
  
Negara-negara berkembang biasanya pemerintah menentukan upah 
minimum sesuai dengan biaya hidup di setiap kota. Seperti Indonesia, Indonesia 
menerapkan apa yang disebut sebagai Upah Minimum Regional (UMR) diubah 
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menjadi UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum 
Kota/Kabupaten dimana setiap kawasan menentukan tingkat upah yang sesuai 
dengan biaya hidup setiap pekerjanya. Hal itu sesuai yang ditetapkan dalam 




Upah minimum diarahkan kepada pencapaian KHL yaitu setiap penetapan 
upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian perbandingan upah 




Pencapaian KHL perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup 
minimum yang sangat ditentukan oleh kemampuan dunia usaha. Upah minimum 
dapat terdiri atas:  
a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;  




Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha 
beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk 
kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional, dan tidak boleh rendah 
dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.  
Terhadap perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketetapan Upah 
Minimum, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
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Indonesia Nomor. KEP-226/MEN/2000 juga mengaturnya di dalam Pasal 19 Ayat 
(2) yang menentukan “Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum 
diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga 
Kerja/Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 
Propinsi”.108  
Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dimaksud di atas 
tidaklah serta merta dapat disetujui oleh Gubernur. Di dalam Pasal 20 Ayat (2) 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 
KEP-226/MEN/2000 dinyatakan bahwa “Berdasarkan permohonan penangguhan 
pelaksanaan Upah Minimum, Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk 
memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan atas 
biaya perusahaan yang memohon penangguhan.”109 Selanjutnya Gubernur 
menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum 
berdasarkan audit dari Akuntan Publik. Apabila permohonan penangguhan 
pelaksanaan Upah Minimum disetujui oleh Gubernur, maka persetujuan tersebut 
berlaku untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
110
  
Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak 
mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan 
melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Bila 
penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib 
melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib 
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Upah minimum dapat mencegah pekerja dari eksploitasi tenaga kerja 
terutama yang lemah. Tujuan utama penentuan upah minimum adalah untuk 
mengontrol kesewenang-wenangan majikan dalam menentukan upah. Oleh sebab 
itu, majikan tidak dapat membayar upah pekerja kurang dari upah yang telah 
ditentukan kadar minimumnya. Upah minimum telah digunakan untuk melindungi 
setiap tetes keringat buruh dan aturan tersebut merupakan tinjauan moral bukan 
tinjauan ekonomi. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengontrol para majikan 
yang memperalat pekerja untuk mendapatkan keuntungan maksimum dengan cara 
menyeimbangkan antara upah dan hasil produksi.
112
 
Mayoritas orang menerima bahwa dimana dan dengan sebab apapun 
pekerja berada pada posisi yang lemah, sehingga sudah selayaknya dari segi moral 




Bagi yang tidak setuju dengan upah minimum mengemukakan alasan 
bahwa penetapan upah minimum rnengakibatkan naiknya pengangguran dan juga 
memungkinkan kecurangan dalam pelaksanaan yang selanjutnya berpengaruh 
pada penurunan tingkat upah dalam suatu sektor yang tidak terjangkau kebijakan 
upah minimum. Disamping itu penetapan upah minimum tidak memiliki target 
yang jelas dalam pengurangan kemiskinan. Dalam jangka panjang, sebagian 
pengurangan permintaan pekerja bersumber dari berkurangnya jumlah 
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perusahaan, dan sebagian lagi bersumber dari perubahan jumlah pekerja yang 
diserap masing-masing perusahaan. Jumlah perusahaan bisa berkurang karena 
pemberlakuan tingkat upah minimum tidak bisa ditanggung oleh semua 
perusahaan. Hanya perusahaan yang sanggup menanggung upah minimum atau 
yang berhasil menyiasati peraturan itu yang akan bertahan.
114
 
Sebagai contoh, jika sebelumnya para pekerja berupah rendah memperoleh 
tunjangan atau imbalan tambahan, seperti makan siang murah, tiket murah untuk 
pertunjukan atau pertandingan bola, maka setelah hukum upah minimum 
diberlakukan, perusahaan mengurangi tunjangan tunjangan tambahan semacam itu 
sehingga pada akhirnya pengeluarannya untuk pekerja tidak banyak meningkat, 
dan total pendapatan para pekerja itu juga tidak banyak bertambah. Lebih dan itu 
perusahaan masih memiliki segudang cara untuk mengimbangi kenaikan 
pengeluaran upah untuk para pekerjanya. Misalnya perusahaan mengharuskan 
pekerjanya membeli berbagai barang keperluan ditoko milik perusahaan, atau 
tinggal dengan uang sewa -tentunya dirumah-rumah milik perusahaan. Tidak 
mustahil keuntungan dari toko atau perusahaan tersebut melebihi biaya 
marginalnya, sehingga praktis pengeluaran perusahaan untuk kenaikan upah 
terimbangi. Dengan demikian, meskipun pemerintah memberlakukan tingkat upah 
minimum, para pekerja belum tentu memperoleh upah aktual minimum.
115
 
Campur tangan pemerintah dalam menentukan upah minimum, secara 
ekonomi akan berakibat dalam permintaan buruh, dalam melihat akibat tersebut 
perlu kita membedakan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. 
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a. Pengurangan tenaga kerja, dengan kata lain jumlah pekerja yang diambil 
akan berkurang. Jika pekerja-pekerja tersebut hanya terdiri dari pekerja 
mahir pada suatu bidang, maka banyak di antara mereka yang kehilangan 
pekerjaan dan kemungkinan mereka akan tetap menganggur. 
b. Adanya tambahan dalam penawaran buruh, penentuan upah minimum 
akan berdampak pada bertambahnya penawaran buruh, sebagai akibatnya 
para majikan akan bisa lebih memilih dan hanya menerima pekerja-pekerja 
yang paling memiliki kepandaian. 
c. Keuntungan industri mungkin turun dan industri tersebut akan gulung 
tikar. Hal ini disebabkan karena biaya produksi bertambah akibat dari 
adanya penentuan upah minimum yang harus dibayar oleh perusahaan. 
Sedangkan pada pasar monopoli, pertambahan tenaga kerja yang mungkin 
terjadi akibat penentuan upah minimum akan berdampak pada pengurangan 
kecuraman kurva upah. Maksudnya, sejauh mana upah dapat dinaikkan tanpa 




4. Waktu Pemberian Upah 
Indonesia sebagian besar rakyatnya merupakan tenaga kerja pada instansi 
pemerintah, yayasan, dan pabrik. Hal itu disebabkan karena tidak semua orang 
dapat menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri. Bagi setiap majikan 
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hendaklah ia tidak mengakhirkan gaji bawahannya dari waktu yang telah 




Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus 
membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal 
itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah atau gaji. Besar upah/ gaji di 
negara kita baik di instansi pemerintah atau pabrik telah ditentukan besarnya 
upah/gaji yang akan diterima pekerja sekaligus waktu penerimaan upah/gaji, ada 
yang harian, mingguan, 2 mingguan dan ada yang bulanan. Jika disepakati, gaji 
diberikan setiap bulannya, maka wajib diberikan di akhir bulan. Jika diakhirkan 
tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zholim.
119
 
Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Bahkan dalam salah satu 
hadis qudsi orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh 
Allah sebagaimana dalah hadis berikut: 
اِهْيَل َاُهَّلل اىَّلَصاِّبَِّ ل ا ِ َاُه ْ َاُهَّلل ا  ِ َاَة َنْي َُهابَِأا ْ َ
ا ِ َ َيِقْل اَمْونْياْم ُ ُْصَخا ََنأا ٌَثلاَثاَلَ َعنْ اُهَّلل اَا  َاَا  َاَمَّلَس َ
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اٌلُج َ َاُه َََثَاَلَك ََ ا ًُّحاَع َ اٌلُج َ َا ََدَغاَُّثُابِاىَط َْأاٌلُج َ
ُاه َْجَأاِهِطْعُنْياَْ َ اُه ْ ِا َْونْتْس  َا ً ِجَأا ََج َْتْس 120  
“Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda: ada tiga yang menjadi musuh 
Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 
2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. 
Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, 
lalu ia tidak membayar upahnya”. 
 
Dari hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang 
menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis 
praktek penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan 
orang), dan tidak membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan 
tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan 
balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. 
Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang 
telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang 
dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan 
yang telah disepakati bersama. 
Nabi shallallahu „alaihi wa sallam juga memerintahkan memberikan upah 
sebelum keringat pekerja kering. HR. Ibnu Majah: 
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اَمَجَتْح اَمَّلَسا َاِهْيَل َُاا اىَّلَصاَبَِّ ل اَّنَأاٍس َّب َا ُ ْ اى َ َ
اُه َْجَأاَم َجُلح اىِط َْ َ(ملس  اى  خبل ادحمأاه  )121  
 
 “Dari Ibnu umar ra. Berkata, Rasulullah Saw bersabda, : Berikanlah olehmu 
upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah) 
 
Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah 
selesainya pekerjaan, demikian juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan 
pemberian gaji setiap bulan. 
Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal 
mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum 
keringat pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya 
memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau 
keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” 
Menunda penurunan gaji pada pegawai padahal mampu termasuk 
kezholiman. Sebagaimana Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: 
ٌامُْل اِّ ِ َْل اُلْط َ122 
“Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezholiman” (HR. 
Bukhari dan Muslim) 
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Bahkan orang seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan 
hukuman, sebagaimana sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam: 
ُاهَتنْ وُق ُ َاُه َ ْ ِالُّلُِ اِدِج َوْل الُّ َ123 
“Orang yang menunda kewajiban, halal kehormatannya dan pantas mendapatkan 
hukuman” (HR. Abu Daud, An Nasa-i, Ibnu Majah, hasan). 
 
Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain 
bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zholim. Pantas 
mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut. 
Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan 
Saudi Arabia) pernah ditanya, “Ada seorang majikan yang tidak memberikan upah 
kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan safar ke negeri 
mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho akan hal 
tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka 
(setiap bulan).”124 
Jawab ulama Al Lajnah Ad Daimah, “Yang wajib adalah majikan 
memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah 
masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah saling ridho bahwa gaji 
akan diserahkan terakhir setelah satu atau dua tahun, maka seperti itu tidaklah 
mengapa.
125
 Karena Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, 
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 Abu Dawud, Bab Al Buyu‟. No.3628 . h. 248. 
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ْام ِِط ْ ُ ُاىَل َاَنْو ُِلْس ُْل 126 
“Kaum muslimin wajib mematuhi persyaratan yang telah mereka sepakati.” 
(Fatawa Al Lajnah Ad Daimah). 
 
F. Hubungan Kerja 
Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan 
seorang majikan. Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua pihak 
itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh 




Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah suatu hubungan antara 
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, 
upah, dan perintah.
128
 Pada dasarnya hubungan kerja terjadi setelah diadakan 
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Perjanjian ini disebut 
perjanjian kerja. 
Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara majikan dan 
buruh harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara majikan dan buruh tidak 
terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan. 
                                                             
126 Al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhutsil „Ilmiyyah Wal Ifta‟, Fatwa Lajnah Daimah Lil 
Buhutsil  al-„Ilmiyyah Wal Ifta‟, (Ar-Ri‟asatu al-„Aamah lil Buhuts al-„Ilmiyyah wal Ifta‟, 2005), 
Jilid 14. h. 390. 
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 Imam Soepomo,  Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan ,  1985), cet, 
ke-7, h. 136. 
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 UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 3003 tentang Ketenagakerjaan, h. 2. 
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Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, 
dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-
masing. Dalam sebuah lingkungan pekerjaan sangat dibutuhkan adanya rasa 
saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain.
129
 
Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak- hak pekerja 
dengan adanya jaminan pekerjaan.
130
 Sesungguhnya puncak dari jaminan sosial 
adalah tanggung jawab Negara dalam menjamin sarana-sarana kehidupan dan 
peristirahatan bagi warga negaranya serta menciptakan cara-cara untuk 
melindungi mereka yang memerlukannya.
131
 Jaminan sosial tenaga kerja atau 
yang sering disingkat menjadi jamsostek. Jamsostek adalah suatu perlindungan 
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian dari 
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa 
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, 
bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.
132




a. Jaminan kecelakaan kerja yaitu jaminan terhadap tenaga kerja yang 
tertimpa kecelakaan kerja pada waktu melakukan pekerjaan yang meliputi: 
1) Biaya pengangkutan; 
2) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan; 
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 J. T. Salim, Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek, (Bandung: PT Intermasa, 1988), 
h. 110. 
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 Afzalur Rahman, Economic Doktrines of Islam, Terj. Soeroyo dan Nastangin,  Doktrin 
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 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 
Utama, 2010), h. 254. 
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 Afzalur Rahman, Op. Cit. h. 157. 
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 Afzalur Rahman, Op. Cit. h. 158. 
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3) Biaya rehabilitasi  
4) Santunan berupa uang yang meliputi: 
a) Santunan sementara tidak mampu bekerja; 
b) Santunan cacat sebagian untuk selamanya; 
c) Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun 
mental; 
d) Santunan kematian. 
b. Jaminan kematian yaitu jaminan tenaga kerja yang meninggal dunia bukan 
akibat kecelakaan kerja. Keluarganya berhak atas jaminan kematian 
meliputi: biaya pemakaman dan santunan uang.  
c. Jaminan hari tua, jaminan hari tua dimaksudkan untuk memberikan 
jaminan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia tertentu dan tidak 
memungkinkan lagi baginya bekerja dalam hubungan kerja. Jaminan hari 
tua tersebut dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau 
setelah mencapai masa kepesertaan tertentu dalam program jaminan sosial 
tenaga kerja. 
d. Jaminan pemeliharaan kesehatan, yang dimaksud jaminan pemeliharaan 
kesehatan adalah jaminan terhadap pemeliharaan kesehatan tenaga kerja 
sehingga pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan produktivitas 










1. Dasar-Dasar Hubungan Kerja135 
a. Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik tolak adanya suatu 
hubungan kerja; 
b. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau di bawah pimpinan 
majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan dari 
buruh;  
c. Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh sekaligus 
merupakan hak buruh atas upah;  
d. Berakhirnya hubungan kerja, dan 




2. Perjanjian Kerja  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perjanjian adalah 
persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, 




Dalam ketentuan Pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
mengenai perjanjian kerja disebutkan bahwa, perjanjian kerja adalah suatu 
perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk dibawah 
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 Halili Toha & Hari Pramono. Hubungan Antara Majikan dan Buruh. (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 1991), cet, II, h. 12. 
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perintah pihak yang lain si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan 
pekerjaan dengan menerima upah.
138
  
Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Bab I Ketentuan 
Umum Pasal 1 Ayat 14 pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara 
pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 
kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
139
 
Menurut Prof. Iman Soepomo,  perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di 
mana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah 




Selanjutnya Prof. Subekti, S.H., sebagaimana dikutip oleh Djumadi, 
menjelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang “buruh” 
dengan seorang “majikan”, perjanjian yang mana ditandai oleh cirri-ciri; adanya 
suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu upah atau gaji 
tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (bahasa Belanda 
dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu 




Perjanjian kerja pada dasarnya ialah suatu perjanjian yang diadakan antara 
majikan tertentu dan karyawan atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya 
                                                             
138 R. Subekti, dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2014), h. 391. 
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 UU Republik Indinesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, h. 3. 
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 Imam Soepomo, Op. Cit. h. 57. 
141 Djumaji, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992),h. 24. 
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berkenaan dengan segala persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh 
kedua belah pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing 
terhadap satu sama lain.
142
 
Hukum perjanjian bersifat terbuka. Para pihak dapat memperjanjikan apa 
saja, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 




Seorang pakar Hukum Perburuhan dan Hukum Sosial Belanda Rood, 
sebagaimana dikutip Koko Kosidin mengatakan bahwa perjanjian kerja 
mengandung ke empat unsur
144
, yaitu:  
a. Adanya unsur work atau pekerjaan; 
b. Adanya Service atau Pelayanan; 
c. Adanya unsur Time atau waktu tertentu; 
d. Adanya unsur Pay atau Upah. 
 
Perjanjian kerja terdiri atas 2 macam:
145
 
a. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yaitu perjanjian kerja antara 
pekerja / buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 
dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya 
disebut PKWT. 
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 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 11. 
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b. Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja 
antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 
kerja tetap. Selanjutnya disebut dengan PKWTT. 
 
G. Kewajiban dan Hak Pekerja dan Pengusaha 




1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati 
kehidupan yang layak. 
2. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya. 
3. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika 
mereka melakukan kesalahan selama bekerja. 
4. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan 
membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu. 
5. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang 
terjadi dalam pekerjaan. 
 
Kewajiban para pekerja harus jelas supaya mereka dapat bekerja dengan 
sebagimana mestinya. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja yaitu:
147
 
1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan 
tersebut merupakan pekerjaan yang khas. 
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.                                              
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3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti. 
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk 
dikerjakan, sedangkan jika bentuk pekerjaan berupa urusan hendaklah 
mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya. 
 
Seorang majikan Muslim tidak dapat dikatakan orang yang beriman, jika 
niatnya semata-mata mencari keuntungan dalam industrialisasi. Sebaliknya 
seorang majikan Muslim dapat dikatakan orang yang beriman jika dia lebih 
mengutamakan kebaikan masyarakat termasuk orang-orang yang bekerja 
dengannya. Karena semangat berbuat baik dan cinta kepada sesama yang 
diajarkan Islam telah tumbuh dalam jiwa orang- orang yang beriman. Perhatian 
majikan terhadap pekerjanya tidak hanya pada upahnya saja. Akan tetapi majikan 
juga harus memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan para pekerjanya dan 
berusaha agar pekerjanya dapat merasa puas di lingkungan perusahaannya. 
Majikan bertanggung jawab menjamin kepastian kerja bagi para pekerja. 
Karena kekayaan yang merupakan hasil kerjasama antara pekerja dengan majikan 
itu diakui oleh Islam. Akan tetapi, posisi pekerja termasuk lemah karena 
kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan. 
Berdasarkan Pasal 82-88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 






1. Pekerja / Buruh 
a. Hak pekerja/buruh pada umumnya, antara lain adalah: 
1)  pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu 
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan. 
2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan  
berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai 
dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. 
3) Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus 
diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu 
harus dilakukan waktu kerja. 
4) Setiap pekerja/buruh berhak mendapat upah penuh.148  
5) Setiap pekerja/buruh berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja, 
moral kesusilaan, perlakuan yang sesuai harkat dan martabat 
manusia secara nilai-nilai agama. 
6) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
 
b. Kewajiban pekerja/buruh pada umumnya, antara lain adalah: 
1) Mentaati peraturan yang telah ditetapkan. 
2) Menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan perintah 
pimpinan/pengusaha. 
 
                                                             
148




1. Hak pengusaha pada umumnya, antara lain adalah: 
a) Memerintah pada pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan. 
b) Berhak atas hasil pekerjaan. 
2. Kewajiban pengusaha pada umumnya, antara lain adalah: 
a) Membayar upah pekerja/buruh.  
b) Menyediakan atau memberi pekerjaan. 




















PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 72/PUU-XIII/2015 
 
A. Duduk Perkara 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara 
konstitusi pada tingkkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara 
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
diajukan oleh Sukarya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan 
Serikat Buruh Mandiri yang beralamatkan di Jl. Pemata 1 No. 11 Jati, 
Pulogadung, Jakarta Timur, dan Siti Nurrofiqoh selaku Ketua Umum Dewan 
Pimpinan Pusat Serikat Buruh Bangkit yang beralamatkan di Perum Taman 
Adiyasa Blok L 14 No. 21/22 Desa Cikupa, Kecamatan Solear, Kabupaten 
Tanggerang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2015 
memberi kuasa kepada Pelikson Silitonga, S.H., Amor Tampubolon, S.H., Nikson 
Gans Lalu, S.H., M.H., Mersy Rumahorba, S.H., Pardomuan Simanjuntak, S.H., 
Endang Rokhani, S.H., M.Si., Rohana Sirait, S.H., dn Jony Nelson Simanjuntak, 
S.H., para advokat dan asisten advokat yang memiiki kediaman hukum pada 
kantor Sekretariat Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah yang beralamat di 
Jalan Pratama 1 No. 11, RT 016 RW 004, Jati, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta 
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Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama 
pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.
150
 
Para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Mei 2015 
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut 
Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Akta 
Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 150/PAN.MK/2015 dan telah dicatat 
dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 72/PUU-XIII/2015 pada 
tanggal 3 Juni 2015, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan 
bertanggal 30 Juni 2015.
151
 
Para Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan 
pekerja dan pengurus organisasi serikat buruh yang mempunyai kepedulian yang 
tinggi untuk memperjuangkan kepentingan buruh atau pekerja sebagaimana tujuan 
pendirian organisasi. 
Para Pemohon memperjuangkan hak-hak para buruh atau pekerja di 
Indonesia pada umumnya dan khususnya di organisasi yang mereka pimpin untuk 
terpenuhinya perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum dan hak asasi 
manusia. 
Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai pimpinan serikat buruh atau 
pekerja dan sebagai kumpulan sekelompok orang yang mempunyai kepentingan 
yang sama, memiliki kedudukan hukum untuk memperjuangkan hak dan 
kepentingan buruh yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku 
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 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015, h. 1. 
151 Ibid. h. 2. 
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sebagai Pemohon dalam pengujian a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.
152
 
Alasan permohonan pengujian Undang-Undang adalah Pasal 90 Ayat (2) 
UU Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasan nya, dimana bertentangan dengan Pasal 
28D Ayat (2) UUD 1945. Pada Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 
secara tegas menyebutkan, “bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah 
minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan 
penangguhan”.  
Penjelasan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan: 
penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu 
dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanankan 
upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan 
tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah 
minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan 
ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu yang diberikan penangguhan.  
Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang 
berhak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapat imbalan, 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Imbalan merupakan bentuk 
kompensasi atas kontribusi yang diberikan pekerja atau buruh kepada perusahaan, 
dimana didalam UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 imbalan tersebut 
sebagai upah. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang adil 
dan layak dalam hubungan kerja tersebut. Perlakuan yang adil yaitu jenis atau 
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bentuk pekerjaan yang dilakukan pekerja atau buruh  dan upah yang di terimanya 
dari pengusaha atau orang yang memberi kerja bukan karena kesamaan atau 
berbeda nya status, suku, maupun keyakinan. Perlakuan yang layak yaitu hak-hak 
dasar  pekerja atau buruh selama melaksanakan pekerjaan terlindungi dan upah 
yang diterima setidaknya memenuhi kepatutan kebutuhan hidup akan sandang 
pangan dan papan. 
Dalam rangka memberikan perlindungan bagi warga negara yang telah 
bekerja maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan 
perlindungan dari tindakan eksploitasi pengusaha. Salah satu nya adalah dengan 
membuat dan memberlakukan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan   
Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan untuk mewujudkan 
serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya sebagai 
penghormatan dan pemenuhan hak-hak tenaga kerja maka upaya yang harus di 
wujudkan sebagai kewajiban pemerintah adalah dengan membuat kebijakan 
pengupahaan yang mendasarkannya pada upaya pemenuhan upah layak secara 
nasional bagi tenaga kerja dan anggota keluarganya.  
Ketentuan Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan, 
“setiap pekerja atau buruh  berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Untuk memenuhi atau mewujudkan 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut 
maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan dimana salah satu kebijakan 
pemerintah untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup 
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layak bagi buruh dan keluarganya adalah melalui penentuan upah minimum. 
Dengan demikian tujuan dari upah minimum adalah terpenuhinya kebutuhan 
hidup minimal buruh dan keluarganya dan juga terlindunginya buruh dan 
keluarganya. Kebijakan upah minimum juga berfungsi sebagai jaring pengaman 
sosial dan bertujuan menjaga agar tingkat upah pekerja tidak merosot hingg level 
yang sangat rendah. Kebijakan upah minimum diarahkan kepada pencapaian 
kebutuhan hidup layak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, maka Pasal 90 
Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha 
untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ketentuan Pasal 90 Ayat 
(1) UU Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah ketentuan yang wajib atau normatif. 
Oleh karena ketentuan Pasal 90 Ayat (1) ini adalah merupakan wajib atau 
normatif   maka bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan 
tersebut akan mendapat sangsi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat 
(1) UU Nomor 13 Tahun 2003.  
Pasal 90 Ayat (1) tersebut adalah merupakan salah satu upaya pemerintah 
untuk melindungi pekerja dari tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh 
pengusaha dan sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai mana yang diamanatkan oleh 
Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Penetapan upah minimum tersebut dilakukan oleh 
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan  Pengupahan Provinsi 
dan/atau Kabupaten/Kota.   
Berdasarkan pada mekanisme penentuan upah minimum yang dilakukan 
oleh para pihak yang terlibat, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam 
72 
 
penentuan upah minimum maka seluruh pengusaha harusnya mampu membayar 
upah minimum yang di tentukan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan 
dalam Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyai, “pengusaha 
dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagai mana 
dimaksud dalam pasal 89”.  
Ketentuan Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi tidak 
wajib atau tidak bersifat normatif dengan adanya Pasal 90 Ayat (2) yang berbunyi, 
“bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana yang 
dimaksud Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan”.  
Penangguhan upah adalah tindakan pengusaha untuk menunda 
pembayaran upah minimum dalam kurun waktu tertentu. Contoh, upah minimum 
pekerja di Kabupaten Bogor adalah sebesar Rp. 2.242.240,00 perbulan, maka 
banyak perusahaan yang berada  di wilayah Kabupaten Bogor mengajukan 
penangguhan pelaksanaan upah minimum. Upaya pengusaha mengajukan izin 
penangguhan pelaksanaan upah minimum di dasarkan pada ketentuan Pasal 90 
Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. 
Dalam surat keputusan Gubernur secara jelas mengatur tentang jangka 
waktu penangguhan  selama 12 bulan. Penentuan upah minimum sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku akan ditinjau setiap tahun. Dengan adanya kenaikan upah 
setiap tahun, maka para pengusaha kembali melakukan upaya penangguhan atas 
kenaikan upah minimum tahun berikutnya. Artinya, dalam jangka waktu 2 tahun 
berturut-turut ribuan bahkan puluhan ribu buruh atau pekerja tidak pernah 
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menerima upah minimum sebagaimana yang di tetapkan atau dengan kata lain 
para buruh tersebut menerima upah dibawah standar kebutuhan hidup layak.  
Upaya penangguhan pelaksanaan upah minimum tidak hanya terjadi pada 
perusahaan diwilayah Kabupaten Bagor. Beberapa perusahaan yang ada di kota 
Bekasi juga melakukan penangguhan upah minimum kepada para buruh atau 
pekerja. Pengajuan untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum terjadi juga 
pada perusahaan yang ada diwilayah Provinsi Banten.  
Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya tidak 
menjamin adanya kehidupan yang layak bagi pekerja. Dengan ketentuan Pasal 90 
Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 beserta penjelasannya memberi ruang 
pengusaha untuk tidak wajib melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah 
yang ditunda selama jangka waktu 12 bulan.  
Berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 
2003 beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Bogor, Bekasi, Banten yang di 
berikan penangguhan pelaksanaan upah dengan jangka waktu 12 bulan tidak 
berkewajiban untuk membayar   upah minimum pada tahun yang di izinkan 
ditangguhkan setelah jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir. Dengan demikian  
sejumlah ribuan bahkan ratusan ribu buruh atau pekerja khususnya pada 
perusahaan yang diberi izin penangguhan tidak menerima upah sesuai dengan 
ketentuan yang sudah di tetapkan. Bagaimana para pekerja atau buruh dapat 
memenuhi kebutuhan standar hidup layak seperti yang di amanatkan oleh UUD 
1945 Pasal 28D Ayat (2) sementara mereka menerima upah dibawah ketentuan 
yang sudah di tetapkan bersama.  
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Menurut Pemohon, Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 
memberikan calah kepada pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum.  
Ketentuan Pasal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pekerja atau buruh 
atas jaminan kepastian hukum dalam mendapatkan upah minium. 
Ketidak mampuan membayar upah minimum tidak boleh di artikan 
sebagai lonceng kematian bagi perusahaan, yang apabila tidak mendapat proteksi 
akibat selanjutnya gulung tikar yang berarti hilangnya lapangan kerja bagi buruh. 
Dengan demikian, untuk memberikan upah dibawah upah minimum, seharusnya 
sudah diketahui  dan disetujui bersama sebelum adanya kontrak kerja. Adanya 
batas atau tenggang waktu penangguhan upah minimum, tidak boleh disalah 
gunakan untuk menghindari kondisi rill bahwa perusahaan tidak mampu 
mambayar upah minimum.  
Bagi perusahaan yang telah mendapat izin penangguhan pelaksanaan upah 
minimum dari Gubernur maka pelaksanaan upah minimum tersebut tidak dapat 
diperselisihkan antara pekerja dengan pengusaha. Oleh karena pembayaran upah 
dibawah ketentuan upah minimum oleh perusahaan telah disetujui oleh Gubernur 
dan sah sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai mana diatur dalam Pasal 90 
Ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003  beserta penjelasannya. 
Dengan demikian ketentuan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 
dan penjelasan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 tahun 2003 tersebut  bertentangan 
dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 karena pekerja atau buruh tidak 
memeperoleh akan apa yang menjadi hak normatifnya untuk kehidupan yang 
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B. Pertimbangan Hakim 
Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 Ayat (1) huruf a 
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimna telah 
diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan 
konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir 
yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar. 
Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 
90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta 
penjelasannya yang masing-masing menyatakan: 
Pasal 90 Ayat (2)  :“Bagi pengusaha ayang tidak mampu menbayar 
upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan”. 
Penjelasan Pasal 90 Ayat (2)  :“Penangguhan pelaksanaan upah minimum 
dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan 
yang bersangkutan melaksanakan upah minimum 
                                                             
153 Ibid. h. 6-18. 
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yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila 
penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan 
yang bersangkutan wajib melaksanakan upah 
minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak 
wajib membayar pemenuhan ketentuan upah 
minimum yang berlaku pada waktu biberikan 
penangguhan”. 
 Tehadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
yang menyatakan: 
Pasal 28D Ayat (2)  :“Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja”. 
 Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat 
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah 
mereka yang mengangggap hak dan/atau kewenanagan konstitusionalnya yang 
diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
154
 
 Bahwa para Pemohon masing-masing adalah pimpinan serikat 
buruh/pekerja. Para Pemohon berkedudukan sebagai sekelompok orang, warga 
Negara Indonesia, yang mempunya kepentingan sama dalam memperjuangkan 
hak dan kepentingan buruh dan keluarganya.  
 Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan 
UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan 
                                                             
154 Ibid. h. 31-31. 
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dengan berlakunya Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 beserta 
penjelasannya sebagaimna diuraikan diatas. 
 Berdasarkan uraian diatas, menurut Mahkamah para Pemohon a quo telah 
menjelaskan kualifikasinya sebagai sekelompok orang, warga Negara Indonesia, 
yang mempunyai kepentingan yang sama didalam memperjuangkan hak dan 
kepentingan buruh dan keluarganya. Selain sebagai pemimpin serikat buruh, para 
Pemohon juga merupakan pekerja yang mempunyai hak untuk mendapatkan 
imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Terkait hal tersebut, 
terdapat potensi bahwa hak konstitusional para Pemohon akan dirugikan dengan 
berlakunya Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 beserta penjelasannya dan kerugian 
dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, apabila 
pengusaha tidak membayar upah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Bahwa 
kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi apabila permohonan para 
Pemohon dikabulkan. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam 
permohonan a quo. 
 Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 
beserta penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa pemberian izin penangguhan upah bagi perusahaan 
untuk tidak membayar upah pekerja/butruh sesuai dengan upah minimum 
mengakibatkan pekerja atau buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan standar hidup 
layak sebagaiman diatur dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. 
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 Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti para 
Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak, Mahkamah memberikan 
pertimbangan sebagai berikut: 
a. Dalam perkara a quo yang menjadi dasar pengujian adalah Pasal 28D Ayat 
(2) UUD 1945. Dengan demikian, norma UUD 1945 yang dijadikan dasar 
pengujian dalam perkara a quo tidak ne bis in idem sehingga selanjutnya 
Mahkamah memeriksa pokok permohonan a quo. 
b. Bahwa para Pemohon mendalilkan penangguhan pembayaran upah 
minmum oleh perusahaan sebagaimna diatur dalam Pasal 90 Ayat (2) UU 
Nomor 13 Tahun 2003 mengakibatkan buruh atau pekerja tidak dapat 
memenuhi kebutuhan standar hidup layak sebagaimana diamanatkan 
dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah 
dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010 
menyatakan, “menurut Mahkamah, kekuatan modal dan produksi 
pengusaha tidak dapat disama ratakan. Bagi perusahaan yang kuat dengan 
modal dan teknologi yang modern serta manajemen yang handal, 
penangguhan upah minimum tidaklah adil, namun banyak pula perusahaan 
dengan modal kecil dengan margin keuntungan yang kecil, sementara 
produksinya masih harus bersaing di pasar bebas, sehingga pengusaha 
tersebut masih memerlukan perlindungan hukum. Mereka belum mampu 
memberikan upah minimum, karena perusahaan demikian masih baru 
berdiri dengan modal kecil. Mereka masih membutuhkan bantuan berupa 
modal, keringanan pajak, dan sebagainya”. 
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Bahwa  ketidak mampuan membayar upah minimum tidak boleh diartikan 
sebagai lonceng kematian bagi perusahaan, yang apabila tidak mendapat 
proteksi akibat selanjutnya gulung tikar yang berarti hilangnya lapangan 
kerja bagi buruh. Namun demikian, untuk pemberian upah dibawah upah 
minimum, seharusnya sudah diketahui dan disetujui bersama sebelum 
adanya kontrak kerja antar buruh atau pekerja dan pengusaha berdasarkan 
kondisi rill perusahaan, sehingga hal tersebut disadari dan diantisipasi oleh 
kedua belah pihak tanpa paksaan. Walaupun demikian, adanya batas atau 
tenggang waktu tertentu penangguhan upah minimum, tidak boleh disalah 
gunakan untuk mengingkari kondisi rill bahwa perusahaan telah mampu 
membayar upah minimum.  
c. Bahwa para Pemohon mendalilkan penjelasan Pasal 90 Ayat (2) UU 
Nomor 13 Tahun 2003 telah memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak 
wajib melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah yang ditunda 
selama jangka waktu tertentu. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D 
Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin adanya kehidupan yang layak bagi 
pekerja. 
Menurut Mahkamah, upah minimum selain merupakan upaya 
perlindungan dasar bagi pekerta atau buruh, juga sebagai jaring pengaman 
agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah. Pada prinsipnya 
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimna yang ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang 
bersangkutan karna penetapan oleh Gubernur atau pejabat tersebut telah 
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memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan/atau 
Bupati/Walikota. Faktanya, tidak semua pengusaha mampu memberikan 
upah minimum kepada pekerja/buruh, sebagaimana telah dipertimbangkan 
Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-VIII/2010, bertanggal 14 
November 2011. Oleh karenanya, penangguhan pembayaran upah 
minimum oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dimungkinkan 
dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pengusaha 
maupun kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Dari sudut 
pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum 
memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban 
membayar upah sesuai dengan kemampuan pada periode tertentu atau 
kurun waktu tertentu. Adapun dari sudut pandang pekerja atau buruh, 
penangguhan pembayaran upah minimum memberikan perlindungan 
kepada pekerja atau buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut 
sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan 
hubungan kerja. 
Namun, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah apakah 
penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja atau 
buruh dengan serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk 
membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh 
pengusaha selama masa penangguhan? Menjawab pertanyaan tersebut, 
Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa 
“pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
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sebagai mana dimaksud dalam Pasal 89”. Pelanggaran terhadap ketentuan 
tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) dan Ayat (2) 
UU Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh 
adalah keharusan dan tidak dapat dikurangi. Adapun penangguhan 
pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat (2) 
UU Nomor 13 Tahun 2003 pada dasarnya tidak serta-merta 
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah 
minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama 
masa penangguhan tersebut. Dengan kata lain, selisih upah minimum 
dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa 
penangguhan adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan kepada 
pekerja atau buruh. Hal tersebut demi memberikan perlindungan hukum 
dan kepastian hukum bagi pekerja atau buruh untuk dapat menerima 
penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus memberikan tanggung 
jawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung dibalik 
ketidak mampuan tersebut. Pembayaran upah dibawah upah minimum 
oleh pengusaha yang didasarkan atas penetapan pejabat yang berwenang/ 
Gubernur atas permintaan dari pengusaha sangat rentan terhadap 
penyalahgunaan kewenangan oleh pengusaha. Oleh Karena itu, selisih 
upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha tetap 




 Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, 
terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (2) UU 
Nomor 13 Tahun 2003 dengan penjelasan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 
2003. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait 
penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja atau buruh. 
Keadaan yang demikian bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. 
Yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, 
yang menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil 
dan layak dalam hubungan kerja, sehingga ketentuan a quo juga bertentangan 
dengan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, 
untuk menghindari terjadinya ketidak pastian hukum serta mewujudkan keadilan 
bagi pengusaha dan pekerja atau buruh, Mahkamah harus menegaskan bahwa 
penjelasan Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 sepanjang frasa “tetapi 
tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada 






                                                             
155 Ibid. h. 34-39. 
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C. Amar Putusan 
Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Nomor 72/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi memutuskan: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian: 
a. Penjelasan Pasal 90 Ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib 
membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada 
waktu diberikan penangguhan” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
b. Penjelasan Pasal 90 Ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib 
membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada 
waktu diberikan penangguhan” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai ketentuan hukum mengikat. 
2. Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279) tidak dapat diterima. 
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
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4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya. 
 
Demikian putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan 
Hakim Konstitusi yaitu Arief  Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar 
Usman, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria 
Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing 
sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Maret, tahun dua 
ribu enam belas, dan hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan September, tahun 
dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi 
terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh Sembilan, bulan 
September, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.11 WIB, oleh 
delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap anggota, 
Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida 
Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, dengan didampingi oleh 
Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Presiden 








                                                             
156 Ibid. h. 40-41. 
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BAB IV  
ANALISIS DATA 
 
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 
72/PUU-XIII/2015 
 
Ketentuan mengenai Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan “bagi pengusaha yang tidak mampu membayar 
upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan 
penangguhan”157 dan penjelasannya “penangguhan pelaksanaan upah minimum 
bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan 
yang bersangkutan melaksanankan upah minimum yang berlaku dalam kurun 
waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang 
bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu 
tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku 
pada waktu yang diberikan penangguhan”158 dapat melanggar hak konstitusional 
bagi warga negara yang telah bekerja serta meningkatkan kesejahteraan tenaga 
kerja dan keluarganya sebagaimana yang dijaminkan dalam Pasal 28D Ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “setiap orang 
berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja”.159 
Dengan memperhatikan dalil Pemohon serta dihubungkan dengan hak 
konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, 
                                                             
157
 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. h. 21. 
158
 Ibid. h. 64. 
159 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015, h. 5. 
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menurut Mahkamah, upah atas suatu pekerjaan selama masa kerja merupakan 
sesuatu yang harus dilindungi dan tidak boleh diserahkan kepada salah satu pihak 
agar tidak adanya kesewenang-wenang oleh siapapun. Pasal 90 Ayat (2) dan 
penjelasannya telah meniadakan hak konstitusional Pemohon sebagai seorang 
sekelompok orang, warga Negara Indonesia yang merupakan pekerja dimana hak-
hak tersebut harus dilindungi.  
Pasal 88 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan, “setiap pekerja 
atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan”.160 
Hal diatas dipertegas dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (2) yang menyatakan, “setiap 
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja”. 
Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyai, 
“pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”.161 Untuk memenuhi atau mewujudkan 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut 
maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan dimana salah satu kebijakan 
pemerintah untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup 
layak bagi buruh dan keluarganya adalah melalui penentuan upah minimum. 
Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. 
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Ketentuan Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah ketentuan yang 
wajib atau normatif. Oleh karena ketentuan Pasal 90 Ayat (1) ini adalah 
merupakan wajib atau normatif maka bagi pengusaha yang melakukan 
pelanggaran atas ketentuan tersebut akan mendapat sanksi pidana sebagaimana 
diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan,” 
barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 
Ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 Ayat (4) dan Ayat (7), dikenakan sanksi pidana 
penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 400.000.000,00. Pasal 185 
Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan, “tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan”.162 
Ketentuan Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi tidak 
wajib atau tidak bersifat normatif dengan adanya Pasal 90 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “bagi pengusaha yang 
tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
89 dapat dilakukan penangguhan” dan penjelasannya “penangguhan pelaksanaan 
upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk 
membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanankan upah minimum 
yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir 
maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang 
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berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah 
minimum yang berlaku pada waktu yang diberikan penangguhan”. 163 
Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya tidak 
menjamin adanya kehidupan yang layak bagi pekerja. Ketentuan Pasal 90 Ayat 
(2) UU Nomor 13 Tahun 2003 beserta penjelasannya memberi ruang kepada 
pengusaha untuk tidak wajib melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan upah 
minimum. Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 beserta penjelasannya 
memberi celah kepada pengusaha untuk tidak patuh kepada hukum. Para 
pengusaha yang telah melakukan penangguhan upah minimum dapat melakukan 
kembali penangguhan atas upah minimum pada tahun berikutnya. Artinya, ribuan 
bahkan puluhan ribu buruh atau pekerja tidak pernah menerima upah minimum 
sebagaimana yang telah ditetapkan atau dengan kata lain para buruh tersebut 
menerima upah dibawah standar Kebutuhan Hidup Layak. Ketentuan Pasal 
tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi pekerja atau buruh atas jaminan 
kepastian hukum dalam mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum.
164
 
Faktanya, kekuatan modal dan produksi pengusaha tidak dapat disama 
ratakan. Bagi perusahaan yang kuat dengan modal dan teknologi yang modern 
serta manajemen yang handal, penangguhan upah minimum tidaklah adil, namun 
banyak pula perusahaan dengan modal kecil dengan margin keuntungan yang 
kecil, sementara produksinya masih harus bersaing di pasar bebas, sehingga 
pengusaha tersebut masih memerlukan perlindungan hukum. Mereka belum 
mampu memberikan upah minimum, karena perusahaan demikian masih baru 
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berdiri dengan modal kecil. Mereka masih membutuhkan bantuan berupa modal, 
keringanan pajak, dan sebagainya. Walaupun demikian, adanya batas atau 
tenggang waktu tertentu penangguhan upah minimum, tidak boleh disalah 




Menurut Mahkamah, upah minimum selain merupakan upaya 
perlindungan dasar bagi pekerta atau buruh, juga sebagai jaring pengaman agar 
upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah. Pasal 90 Ayat (1) UU 
Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah 
lebih rendah dari upah minimum sebagai mana dimaksud dalam Pasal 89”. 
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana yang diancam 
dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat 
(1) dan Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 
pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh adalah 
keharusan dan tidak dapat dikurangi. Adapun penangguhan pembayaran upah 
minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 
pada dasarnya tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk 
membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh 
pengusaha selama masa penangguhan tersebut. Dengan kata lain, selisih upah 
minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa 
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Hal tersebut demi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum 
bagi pekerja atau buruh untuk dapat menerima penghasilan yang layak bagi 
kemanusiaan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pengusaha agar yang 
bersangkutan tidak berlindung dibalik ketidak mampuan tersebut. Pembayaran 
upah dibawah upah minimum oleh pengusaha yang didasarkan atas penetapan 
pejabat yang berwenang/ Gubernur atas permintaan dari pengusaha sangat rentan 
terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pengusaha. Oleh Karena itu, selisih 
upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha tetap menjadi 
kewajiban pengusaha untuk membayarnya. 
Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan Pasal 90 Ayat (2) 
inkonsisten dengan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Pasal 90 mengatur ketentuan bahwa pengusaha yang tidak 
mampu membayar upah bisa menangguhkan pembayaran upah minimum. 
Menurut Mahkamah Konstitusi, bila inkonsistensi itu dibiarkan, hal ini 
berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda terkait penangguhan pembayaran 
upah buruh. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dan mewujudkan keadilan 
bagi pengusaha dan buruh, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan penjelasan 
Pasal 90 Ayat (2) sepanjang frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945,” 
untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan 
bagi pengusaha dan pekerja/buruh. 
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Dalam pertimbangan hukum tampak bahwa hakim menggunakan 
interpretasi sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai 
bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari 
peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri 
sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang 
lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari 
sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara. Jadi, peraturan 
perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai 
suatu sistem yang utuh.
167
 
Dalam perkara tersebut, Hakim menerapkan putusan constituief, dimana 
putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadan  
hukum yang baru. Menyatakan satu Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan 
hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah meniadakan 
keadaan hukum yang timbul karena Undang-Undang yang dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan sendirinya, putusan itu 
menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Frasa “tetapi tidak wajib membayar 
pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan 
penangguhan”, menjadi tiada dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi  yang 
menyatakan selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh 
pengusaha selama masa penangguhan adalah hutang pengusaha yang harus 
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dibayarkan kepada pekerja atau buruh. Hal tersebut meniadakan suatu keadaan 
hukum yang lama dan mengakibatkan lahirnya keadaan hukum yang baru.
168
 
Putusan merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah 
Konstitusi yang dalam putusannya adalah suatu norma yang di dalam Undang-
Undang akan dianggap konstitusional sepanjang dimaknai dan dijatuhkan sesuai 
dengan yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. 
Putusan Mahkamah Konstitusi bagi pihak yang berkedudukan kurang 
menguntungkan yakni pekerja atau buruh memberikan perlindungan terhadap hak 
konstitusionalnya. Di sisi lain, penangguhan upah kerja memberikan perlindungan 
kepada pengusaha dan memberikan kesempatan untuk tatap menjalankan 
usahanya. 
Menurut penulis, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi 
telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan memberikan 
perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja atau buruh untuk dapat 
menerima penghasilan yang layak bagi kemanusiaan sekaligus memberikan 
tanggung jawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung 
dibalik ketidak mampuan tersebut. Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 
beserta penjelasannya tidak lagi memberi celah kepada pengusaha untuk tidak 
patuh kepada hukum. Bagi pengusaha , adanya Pasal tersebut juga memberikan 
perlindungan hukum, dimana para pengusaha dengan modal kecil dengan margin 
keuntungan yang kecil, sementara produksinya masih harus bersaing di pasar 
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bebas tetap bisa  melakukan usahanya dengan menangguhkan pemberian upah 
kerja. 
Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan kepada kedua 
belah pihak tanpa ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Hubungan kerja antara 
pengusaha dan pekerja atau buruh akan terlindungi tanpa adanya pihak yang 
dirugikan. 
 
B. Tinjauan hukum Islam tentang Penangguhan Kewajiban Membayar 
Upah sesuai dengan Upah Minimum 
 
Produksi barang dan jasa memerlukan faktor-faktor pendukung dalam 
pelaksanaannya. Pandangan ekonomi klasik mengelompokkan pendukung 
tersebut hanya pada faktor tanah dan pekerja, sedangkan dalam pandangan 
ekonomi modern faktor produksi tersebut meliputi modal usaha yang merupakan 
faktor penting dalam produksi, pengurusan dan manajemen serta teknologi 
disamping pekerja seperti yang diungkapkan oleh ekonomi klasik. Walaupun 
perkembangan teknologi sangat pesat, tetapi pekerja tetap diperlukan untuk 
produksi dan untuk menjalankan teknologi itu sendiri.
169
 
Oleh karena itu semaju apapun suatu negara, pasti tetap memerlukan peran 
pekerja dalam usaha produksi barang dan jasa. Berkaitan dengan pekerja, upah 
merupakan unsur utama pendapatan (income) mereka sehingga upah pekerja 
selalu menjadi polemik dan isu sentral dalam ketenagakerjaan. Hal itu disebabkan 
karena seorang majikan terkadang memberikan upah yang tidak sesuai sehingga 
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timbul protes dari pekerja yang tergabung dalam serikat buruh. Serikat buruh 
mempunyai peran penting dalam memperjuangkan hak-hak anggota dari 
penindasan para majikan. Setiap kali memperingati hari buruh (tanggal 1 Mei) 
ribuan bahkan jutaan pekerja di seluruh dunia (termasuk di Indonesia) tumpah 
tuah di jalan-jalan untuk menyampaikan aspirasinya, dan yang selalu menjadi 
perjuangan kaum pekerja tiada lain adalah peningkatan upah. Para pekerja seolah- 
olah tidak bosan meminta pemerintah untuk menetapkan dan memberlakukan 
upah yang adil dan layak bagi mereka.
170
  
Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya wajib. Hal ini berdasar firman Allah: 
              
Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 
berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S At-Thalaq : 6).171 
 
Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi dan penyebaran penduduk 
yang kurang seimbang, merupakan faktor yang amat mempegaruhi masalah 
ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak permasalahan yang timbul mengenai tenaga 
kerja di Indonesia, dan kebanyakan mengupas tingkat upah yang sangat rendah, 
bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan selama 1 (satu) bulan. Dalam literarur 
hukum perburuhan yang ada, banyak terjadi penindasan dan perlakuan diluar 




 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemah, (Jawa Barat : 
Syaamil Qur‟an, 2012), h. 559. 
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batas kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkemampuan secara 
sosial ekonomi maupun penguasa.  
Dengan demikian, jika hubungan antara pekerja dan pengusaha tatap 
diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengusaha, maka tujuan hukum perburuhan 
untuk menciptakan keadilan sosial dibidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, 
karna pihak yang kuat selalu ingin menguasai pihak yang lemah. Pengusaha 
sebagai pihak yang kuat secara sosial ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja 
yang berada pada posisi yang lemah atau rendah. 
Campur tangan pemerintah sangat diperlukan disini, pemerintah secara 
berangsur-angsur turut serta dalam menangani masalah perburuhan melalui 
berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum 
terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun pekerja. Salah satunya, dengan di 
sah kannya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan 
ini, pemerintah menetapakan peraturan terkait upah minimum yang diterima oleh 
pekerja atau buruh. 
Namun meski sudah adanya peraturan yang mengatur terkait upah kerja, 
tidak serta-merta menghilangkan permasalah yang timbul terkait upah kerja. Pada 
Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan, “bagi pengusaha yang 
tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
89 dapat dilakukan penangguhan”172 dimana penjelasan dari Pasal 90 Ayat (2) UU 
Nomor 13 Tahun 2003 adalah penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi 
perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan 
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yang bersangkutan melaksanankan upah minimum yang berlaku dalam kurun 
waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang 
bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu 
tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku 
pada waktu yang diberikan penangguhan.
173
 Artinya, meski sudah ada peraturan 
yang mengatur terkait upah kerja, tetap saja ribuan bahkan puluhan ribu buruh 
atau pekerja tidak pernah menerima upah minimum sebagaimana yang di tetapkan 
atau dengan kata lain para buruh tersebut menerima upah dibawah standar 
kebutuhan hidup layak. 
Setelah dilakukan uji materiil terhadap Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan 
putusan cinstituief, bahwa Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar 
pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan 
penangguhan”, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 
“tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku 
pada waktu diberikan penangguhan”. 
Mengenai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 jika dilihat menurut hukum Islam maka 
Putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi prinsip-prinsip penetapan upah kerja 
dalam Islam dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan 
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pengusaha. Dalam hal ini prinsip-prinsip yang harus dipenuhi berkaitan dengan 
persoalan upah, yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. 
1. Prinsip keadilan 
Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh 
dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan 
dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak 
memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidak 
adilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok 
dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti 
menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.
174
 Adil 
mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut: 
a. Adil bermakna jelas dan transparan 
Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi)  dan 
komitmen melakukannya.  Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang 
terjadi antara pekerja dengan pengusaha.  Artinya, sebelum pekerja 
dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima 
oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara 
pembayaran upah.
175
   
b. Adil bermakna proporsional 
Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam firman Allah 
SWT, sebagai berikut: 
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                     
     
 
“Maka, pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan 
kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah 
kamu kerjakan”.  (QS. Yaasin ayat 54)176 
 
Ayat di atas, menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas 
menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian 
sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar 
kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. 
Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka 
selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia merupakan sistem dasar pengupahan 
manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengan unsur yang 
lainnya. 
 
2. Prinsip kelayakan 
Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan 
hidup minimum secara layak. Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut: 
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a. Layak bemakna cukup pangan, sandang, dan papan. 
Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa 
Rasulullah s.a.w bersabda :“Mereka (para budak dan pelayanmu) 
adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; 
sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka 
harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan 
memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak 
membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika 
kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah 
membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim). 
Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang 
diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan (makanan), 
sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).   
Konsep ini dipakai oleh pengusaha-pengusaha Arab pada masa lalu, 
dimana mereka (pengusaha muslim) seringkali memperhatikan 
kehidupan karyawannya  di luar lingkungan kerjanya. Hal inilah yang 
sangat jarang dilakukan saat ini. Wilson menulis dalam bukunya yang 
berjudul Islamic Business Theory and Practice yang artinya kira-kira 
“walaupun perusahaan itu bukanlah perusahaan keluarga, para majikan 
Muslimin acapkali memperhatikan kehidupan karyawan di luar 
lingkungan kerjanya, hal ini sulit untuk dipahami para pengusaha 
Barat“. Konsep inilah yang sangat berbeda dengan konsep upah 
menurut Barat. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan 
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dari konsep moral. Mungkin sah-sah saja jika gaji seorang pegawai di 
Barat sangat  kecil karena pekerjaannya sangat remeh (misalnya 
cleaning service). Tetapi dalam konsep Islam, meskipun cleaning 
service, tetap faktor layak menjadi pertimbangan utama dalam 
menentukan berapa upah yang akan diberikan.
177
 
b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran 
Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut: 
                
  
 
“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-





Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang 
lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. 
Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna 




                                                             
177
 Abdul Manan, Op. Cit. h. 114. 
178 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur‟an dan Terjemah,Op. Cit, h. 374 . 
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3. Prinsip kebajikan 
Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan 
mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. 
Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil 
dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang 
merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh 
berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil 
kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan 
penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar 
upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.
179
 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XIII/2015 dengan prinsip-
prinsip penetapan upah kerja dalam Islam menurut penulis memiliki hubungan 
satu sama lain. Dimana dalam penjelasan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan 
ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan”, 
menjadi tiada dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi  yang menyatakan 
selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama 
masa penangguhan adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan kepada 
pekerja atau buruh. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi rasa keadilan 
bagi kedua belah pihak dan memberikan perlindungan hukum dan kepastian 
hukum bagi pekerja atau buruh untuk dapat menerima penghasilan yang layak 
                                                             
179 Abdul Manan, Op. Cit. h. 115. 
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bagi kemanusiaan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pengusaha agar 
yang bersangkutan tidak berlindung dibalik ketidak mampuannya. 
Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan kepada kedua 
belah pihak tanpa ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Hubungan kerja antara 
pengusaha dan pekerja atau buruh akan terlindungi tanpa adanya pihak yang 
dirugikan. 
Dalam Islam seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam 
terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 
ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, 
setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa 
adanya ketidak adilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi 
kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. 
Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah kerja 
haruslah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Putusan 
Mahkamah Konstitusi menurut penulis, sesuai dengan prinsip pemberian upah 













A. Kesimpulan  
1. Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan Pasal 90 Ayat (2) inkonsisten 
dengan Pasal 90 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Pasal 90 mengatur ketentuan bahwa pengusaha yang tidak 
mampu membayar upah bisa menangguhkan pembayaran upah minimum. 
Menurut Mahkamah Konstitusi, bila inkonsistensi itu dibiarkan, hal ini 
berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda terkait penangguhan pembayaran 
upah buruh. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dan mewujudkan 
keadilan bagi pengusaha dan buruh, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan 
penjelasan Pasal 90 Ayat (2) sepanjang frasa tersebut bertentangan dengan 
UUD 1945,” untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta 
mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja/buruh. 
Dalam pertimbangan hukum tampak bahwa hakim menggunakan interpretasi 
sistematis yakni metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari 
keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satupun dari peraturan 
perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, 
tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang 
lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar 
dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara. Jadi, 
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peraturan perundang-undangan keseluruhannya di dalam suatu negara 
dianggap sebagai suatu sistem yang utuh. 
Dalam perkara ini, Hakim menerapkan putusan constituief, dimana putusan 
yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadan  
hukum yang baru. Menyatakan satu Undang-Undang tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945 
adalah meniadakan keadaan hukum yang timbul karena Undang-Undang yang 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan 
sendirinya, putusan itu menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Frasa 
“tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang 
berlaku pada waktu diberikan penangguhan”, menjadi tiada dengan adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi  yang menyatakan selisih upah minimum 
dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa 
penangguhan adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja 
atau buruh. Hal tersebut meniadakan suatu keadaan hukum yang lama dan 
mengakibatkan lahirnya keadaan hukum yang baru. 
2. Jika ditinjau menurut Hukum Islam, mengenai putusan yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 maka 
Putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi prinsip-prinsip penetapan upah 
kerja dalam Islam dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni 
buruh dan pengusaha. Dalam hal ini prinsip-prinsip yang harus dipenuhi 
berkaitan dengan persoalan upah, yaitu prinsip keadilan, kelayakan, dan 
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kebajikan. Dimana hal-hal prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan Putusan 
yang telah dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. 
  
B. Saran   
1. Bagi pihak pekerja atau buruh haruslah mengetahui terlebih dahulu besaran 
upah yang diterima dalam melakukan suatu pekerjaan dan mengetahui jenis 
pekerjaan apa yang akan dilakukan sebelum melakukan kesepakatan atau 
perjanjian kepada pengusaha atau pihak pemberi kerja. Hal ini, untuk 
menghindari ketidak jelasan akad antara pekerja atau buruh dan pengusaha 
serta meminimalisir terjadinya perselisihan antara pekerja atau buruh dengan 
pemberi kerja atau pengusaha dikemudian hari.  
2. Bagi pihak pengusaha atau pemberi kerja agar tidak berlindung dibalik ketidak 
mampuannya. Bagi pengusaha yang mampu memberikan upah sesuai atau 
bahkan lebih besar dari upah minimum diharapkan dapat memberikan upah 
sesuai dengan yang seharusnya. Bagi pihak pengusaha diharapkan agar dapat 
patuh terhadap hukum yang ada dan tidak melakukan eksploitasi kepada para 
pekerja atau buruh. 
3. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan tidak lagi ada 
pemberin upah yang tidak adapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi para 
pekerja atau buruh dan keluarganya.  
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